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ABSTRAK

Asri  Marlina : NIM: 2009/97258. Peranan guru pendidikan 
kewarganegaraan dalam membina Civic 
Dispositions siswa di SMP Negeri 6 Padang.

Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran civic dispositions 
siswa di SMP Negeri 6 Padang, serta untuk mengetahui sejauh mana peranan 
guru PKn dalam membina civic dispositions siswa di SMP Negeri 6 Padang. 
Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kedisiplinan siswa dalam 
mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan belum optimalnya peran Guru PKn 
dalam membina civic disposition siswa yaitu, berupa sikap disiplin, jujur dan 
bertanggung jawab. 

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan 
metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan 
menggunakan teknik purposive sampling yaitu penetapan informan penelitian 
yang memfokuskan pada informan terpilih. Data dikumpulkan melalui 
wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan menggunakan alat 
pengumpul data berupa camera digital, pedoman wawancara dan lembaran 
observasi.

Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa peranan 
mata pelajaran PKn sebagai salah satu pembina watak kewarganegaraan telah 
dijalankan  oleh guru-guru PKn di SMP Negeri 6 Padang dengan baik. 
Gambaran civic dispositions dalam Pendidikan Kewarganegaraan di SMP 
Negeri 6 Padang  dapat dilihat dari materi yang dibelajarkan di kelas yang 
mengandung nilai-nilai civic dispositions di dalamnya baik dari segi 
perencanan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian. Peranan guru 
PKn dalam membina civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang sudah 
berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari proses pembelajaran dikelas maupun 
diluar kelas, dimana guru PKn selalu berupaya menanamkan nilai-nilai civic 
disposition kepada siswa. 
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BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembentukan watak kewarganegaraan (Civic Dispositions) merupakan 

sikap dan kebiasaan berfikir warga negara yang menopang yang berkembangnya 

fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. 

Civic Dispositions mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, yakni 

kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung 

jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, kemurahan hati, 

dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya. 

Selanjutnya pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan 

tujuan yang diharapkan seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang 

Sistem. Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yaitu: 

Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan 
dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat 
dalam rangka mencerdaskan kehidupan, bertujuan untuk 
berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang 
beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yana Maha Esa, berakhlak 
mulia, cakap , kreatif, demokrasi serta bertanggung jawab, 

Berdasarkan fungsi pendidikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa 

pendidikan nasional tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan 

saja tetapi juga dalam pembentukan watak/ Civic Dispositions peserta didik agar 

menjadi manusia  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, 

berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga 

negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pencapaian tujuan pendidikan 
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nasional tersebut dapat melalui jalur pendidikan formal, non formal, informal 

pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal sebagai salah satu 

jalur pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan 

pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan formal yang bertingkat dan 

berjenjang harus mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan kehidupan sosial, 

budaya dan alam sekitarnya.

Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang 

mengembangkan misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai 

usaha sadar dalam membentuk “nation and character building”. Tujuan 

Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah terwujudnya 

partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga 

negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi 

konstitusional Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada tiga 

komponen dasar pengembangan, yaitu (1) pengetahuan,(2) keterampilan,(3) 

watak atau karakter kewarganegaraan. ( Winataputra dan Dasim Budimansyah,  

2007:1).

Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.19  Th  2005,  kompetensi yang 

harus dimiliki guru/ pendidik adalah kompetensi sebagai agen 

pembelajaran,yakni  kemampuan pendidik  untuk  berperan  sebagai  fasilitator,  

motivator, pemacu  dan  pemberi  inspirasi  belajar  bagi  peserta  didik.  

Kompetensi  ini terdiri  atas  (a)  kompetensi  pedagogik,  (b)  kompetensi  

kepribadian,  (c) kompetensi professional dan (d) kompetensi sosial.
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a.  Kompetensi Pedagogik

Kompetensi  pedagogik  adalah  kemampuan  yang  harus  dimiliki guru  

berkenaan  dengan  karakteristik  peserta  didik  dilihat  dari  berbagai aspek 

seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut 

berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar  dan  

prinsip-prinsip  pembelajaran  yang  mendidik  karena  peserta didik  memiliki  

karakter,  sifat,  dan  interes  yang  berbeda.  Berkenaan dengan  pelaksanaan  

kurikulum,  seorang  guru  harus  mampu mengembangkan kurikulum di tingkat 

satuan pendidikan masing-masing dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  lokal.  

Guru  harus  mampu mengoptimalkan  potensi  peserta  didik  untuk  

mengaktualisasikan kemampuannya  di  kelas,  dan  harus  mampu  melakukan  

penilaian terhadap kegiatan pembelajaran.

b.  Kompetensi Kepribadian

Berdasarkan  kodrat  manusia  sebagai  makhluk  individu  dan sebagai  

makhluk  Tuhan,  seorang  guru  wajib  menguasai  pengetahuan yang  akan  

diajarkannya  kepada  peserta  didik  secara  benar  dan bertanggung  jawab,  ia  

harus  memiliki  pengetahuan  penunjang  tentang kondisi fisiologis, psikologis, 

dan pedagogis dari para peserta didik yang dihadapinya.  Selain  itu,  Guru  

sebagai  pendidik  harus  dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan 

tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata  nilai  

termasuk  norma,  moral,  estetika,  dan  ilmu pengetahuan,  mempengaruhi  

perilaku  etik  peserta  didik  sebagai  pribadi dan  sebagai  anggota  masyarakat.  
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Penerapan  disiplin  yang  baik  dalam proses  pendidikan  akan  menghasilkan  

sikap  mental,  watak  dan kepribadian  peserta  didik  yang  kuat.  Guru  dituntut  

harus  mampu membelajarkan  peserta  didiknya  tentang  disiplin  diri,  belajar  

membaca, mencintai  buku,  menghargai  waktu,  belajar  bagaimana  cara  

belajar, mematuhi  aturan/tata  tertib,  dan  belajar  bagaimana  harus  berbuat. 

Semuanya  itu  akan  berhasil  apabila  guru  juga  disiplin  dalam melaksanakan  

tugas  dan  kewajibannya.  Guru  harus  mempunyai kemampuan  yang  

berkaitan  dengan  kemantapan  dan  integritas kepribadian seorang guru.

c. Kompetensi Sosial

Berdasarkan  kodrat  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dan makhluk  etis,  

seorang  guru  dapat  memperlakukan  peserta  didiknya secara  wajar  dan  

bertujuan  agar  tercapai  optimalisasi  potensi  pada  diri masing-masing  peserta  

didik.  Ia  harus  memahami  dan  menerapkan prinsip belajar humanistik yang 

beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan  oleh  kemampuan  yang  

ada  pada  diri  peserta  didik  tersebut. 

d.  Kompetensi Profesional

Kompetensi  profesional  yaitu  kemampuan  yang  harus  dimiliki guru  dalam  

perencanaan  dan  pelaksanaan  proses  pembelajaran.  Guru mempunyai  tugas  

untuk  mengarahkan  kegiatan  belajar  peserta  didik untuk  mencapai  tujuan  

pembelajaran.  Untuk  itu  guru  dituntut  mampu menyampaikan  bahan  

pelajaran.  Guru  harus  selalu  meng-update,  dan menguasai materi pelajaran 

yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan  dengan  jalan  mencari  
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informasi  melalui  berbagai  sumber seperti  membaca  buku-buku  terbaru,  

mengakses  dari  internet,  selalu mengikuti  perkembangan  dan  kemajuan  

terakhir  tentang  materi  yang disajikan.

Terlihat peran guru dala membina civic dispositions siswa maka dalam 

hal ini terkait dengan adanya kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang 

guru dan dalam kompetensi pedagogik itu bahwa seorang guru harus mampu 

menguasai teori belajar  dan  prinsip-prinsip  pembelajaran  yang  mendidik  

karena  peserta didik  memiliki  karakter,  sifat,  dan  interes  yang  berbeda. 

Namun dalam observasi yang dilakukan dilihat bahwa dalam proses 

pembelajaran yang berlangsung guru cendrung hanya fokus pada penyampain 

materi dan mengabaikan proses penanaman atau pembentukan watak/ Civic 

Dispositions siswa ke arah yang lebih baik. 

Hal ini menunjukkan bahwa guru fokus hanya pada aspek kognitif saja 

sehingga mengabaikan aspek kognitif dan psikomotor. Padahal dalam 

pendidikan itu sendiri ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai oleh guru yaitu 

ranah kognitf, afektif dan psikomotor. Dimana  dalam proses pembelajaran PKn 

guru merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembelajaran. Peran 

Guru PKn dalam pembelajaran tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga 

bertanggung jawab dalam membentuk Civic Dispositons siwa. Guru PKn 

mempunyai peran yang besar dalam membimbing dan membentuk Civic 

Disposition siswa kearah yang lebih baik. Adapun indikator dari Civic 

Disposition  yaitu bertanggung jawab, jujur, mandiri, berpikir kritis, sopan, mau 
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mendengar, bernegosiasi dan mau berkompromi, toleransi pada keragaman, 

kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap 

bangsa dan segala prinsipnya.

Peran guru dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, khususnya 

dalam pembinaan watak atau karakter siswa. Karena karakter dapat mudah 

diajarkan dengan proses meniru (imitasi), sebagaimana dikemukakan oleh Coles 

dalam Branson(1999:54) yang menyatakan bahwa : karakter adalah kepada siapa 

kita mengekspresikan perbuatan kita, bagaimana kita hidup, apa yang kita 

kerjakan dan demikianlah anak-anak disekitar kita mengetahuinya, merekapun 

kemudian menyerap dan menyimpan hasil pengamatan mereka, yaitu kita-kita 

para orang dewasa ini hidup dan melakukan sesuatu dengan spirit tertentu, 

bergaul satu sama lain dengan berbagai cara. Anak-anak kitapun menambahi, 

meniru, merekam apa yang telah mereka amati dan kemudian karena saking 

seringnya berjejer dengan nasehat-nasehat moral tertentu yang tanpa disengaja 

atau disadari kita jejalkan kepada mereka.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 26-27 

juli 2013 di SMP N 6 Padang, penulis juga melihat siswa-siswa kurang disiplin 

dan tidak mematuhi aturan aturan yang berlaku, contohnya masih ada siswa 

yang datang terlambat, tidak serius dalam belajar di kelas, dan kadang suka 

melontarkan kata kasar. Selain itu juga terlihat ada beberapa siswa dengan 

sembunyi-sembunyi memakai hanphone padahal ke sekolah telah ada aturan-

aturan tidak diperbolehkan atau dilarang membawa hanphone. Ini menunjukkan 
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bahwa siswa tersebut tidak patuh pada aturan auran disekolah tersebut dan tidak 

memiliki sifat jujur dan sikap bertanggung jawab.

Kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditemukan solusinya dengan 

lebih mengoptimalkan peran guru PKn di dalam membina Civic Dispositions

siswa melalui pembelajaran di dalam  kelas maupun di luar kelas. Tetapi 

masalah yang terjadi dengan siswa ini, kadang kala Guru mengalami kesulitan 

dalam mencari solusinya. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa Guru PKn 

belum memiliki keterampilan yang maksimal dalam membina Civic 

Dispositions siswa.

Dilatar belakangi oleh hal tersebut maka penulis tertarik untuk 

mengadakan penelitian dengan judul “ Peranan Guru Pendidikan 

Kewarganegaraan (PKn) Dalam Membina Civic Dispositions Siswa di SMP 

Negeri 6 Padang “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan 

masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Guru PKn dalam membina Civic Dispositions

siswa yaitu berupa sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab. 

2. Akibat kurangnya peran Guru PKn dalam membina Civic Dispositions siswa 

memberikan dampak yang tidak baik dalam pembentukan Civic Dispositions

siswa seperti tidak disiplin, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.
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C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan dalam penelitian 

ini adalah mengenai Peranan Guru PKn Dalam Membina Civic Dispositions 

Siswa di SMP Negeri 6 Padang.

D. Rumusan Masalah

Agar penelitian ini tidak keluar dari fokus yang telah ditetapkan, maka 

pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana gambaran Civic Disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang? 

Yaitu terkait dengan perencanaan civic dispositions, penerapan dan 

penilaian civic dispositions siswa

2. Bagaimana peranan Guru PKn dalam membina Civic Dispositions siswa di 

SMP Negeri 6 Padang.

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka 

penelitian ini secara umum bertujuan :

1. Untuk memperoleh gambaran  Civic Dispositions siswa di SMP Negeri 6 

Padang

2. Untuk mengetahui peranan Guru PKn dalam membina Civic Dispositions

siswa di SMP Negeri 6 Padang.
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F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut .

1. Untuk Guru

Sebagai masukan bagi guru dalam membentuk atau membina Civic 

Dispositions peserta didik agar menjadi siswa yang mempunyai watak dn 

kepribadian yang  sesuai dengan nilai dan norma-norma.

2. Untuk Peserta didik

Agar peserta didik menjadi warga negara yang memiliki watak atau karakter  

yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma .

3. Untuk Sekolah

Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi sekolah sebagai usaha 

untuk meningkatkan watak atau karakter peserta didik agar mampu 

beradaptasi dengan lingkungan dan menghadapi tantangan di masa depan.

4. Untuk pembaca

Sebagai bahan bacaan yang akan menambah wawasan mengenai Civic

Dispositions.
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ABSTRAK


		Asri  Marlina

		:

		NIM: 2009/97258. Peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam membina Civic Dispositions siswa di SMP Negeri 6 Padang.





Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran civic dispositions siswa di SMP Negeri 6 Padang, serta untuk mengetahui sejauh mana peranan guru PKn dalam membina civic dispositions siswa di SMP Negeri 6 Padang. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurangnya kedisiplinan siswa dalam mematuhi aturan-aturan yang berlaku dan belum optimalnya peran Guru PKn dalam membina civic disposition siswa yaitu, berupa sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab. 


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling yaitu penetapan informan penelitian yang memfokuskan pada informan terpilih. Data dikumpulkan melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi dengan menggunakan alat pengumpul data berupa camera digital, pedoman wawancara dan lembaran observasi.


Berdasarkan hasil temuan dilapangan menunjukkan bahwa peranan mata pelajaran PKn sebagai salah satu pembina watak kewarganegaraan telah dijalankan  oleh guru-guru PKn di SMP Negeri 6 Padang dengan baik. Gambaran civic dispositions dalam Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 6 Padang  dapat dilihat dari materi yang dibelajarkan di kelas yang mengandung nilai-nilai civic dispositions di dalamnya baik dari segi perencanan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian. Peranan guru PKn dalam membina civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang sudah berjalan dengan baik, hal ini terlihat dari proses pembelajaran dikelas maupun diluar kelas, dimana guru PKn selalu berupaya menanamkan nilai-nilai civic disposition kepada siswa. 
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BAB I


PENDAHULUAN


A. Latar Belakang

Pembentukan watak kewarganegaraan (Civic Dispositions) merupakan sikap dan kebiasaan berfikir warga negara yang menopang yang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Civic Dispositions mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, yakni kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya. 



 Selanjutnya pelaksanaan pendidikan di Indonesia harus sesuai dengan tujuan yang diharapkan seperti yang tercantum dalam pasal 3 Undang-Undang Sistem. Pendidikan Nasional No. 20 Tahun 2003, yaitu: 


Pendidikan nasional berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dalam membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yana Maha Esa, berakhlak mulia, cakap , kreatif, demokrasi serta bertanggung jawab, 


Berdasarkan fungsi pendidikan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional tidak hanya bertujuan untuk memberikan ilmu pengetahuan saja tetapi juga dalam pembentukan watak/ Civic Dispositions peserta didik agar menjadi manusia  yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Pencapaian tujuan pendidikan 


nasional tersebut dapat melalui jalur pendidikan formal, non formal, informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. Pendidikan formal sebagai salah satu jalur pendidikan mempunyai peran yang sangat besar dalam mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Penyelenggaraan pendidikan formal yang bertingkat dan berjenjang harus mampu menyelaraskan dan menyeimbangkan kehidupan sosial, budaya dan alam sekitarnya.


Pendidikan Kewarganegaraan merupakan pembelajaran yang mengembangkan misi untuk membentuk kepribadian bangsa, yakni sebagai usaha sadar dalam membentuk “nation and character building”. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan pada dasarnya adalah terwujudnya partisipasi penuh nalar dan tanggung jawab dalam kehidupan politik warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia Pendidikan Kewarganegaraan berfokus pada tiga komponen dasar pengembangan, yaitu (1) pengetahuan,(2) keterampilan,(3) watak atau karakter kewarganegaraan. ( Winataputra dan Dasim Budimansyah,  2007:1).


Berdasarkan  Peraturan  Pemerintah  No.19  Th  2005,  kompetensi yang harus dimiliki guru/ pendidik adalah kompetensi sebagai agen pembelajaran,yakni  kemampuan pendidik  untuk  berperan  sebagai  fasilitator,  motivator, pemacu  dan  pemberi  inspirasi  belajar  bagi  peserta  didik.  Kompetensi  ini terdiri  atas  (a)  kompetensi  pedagogik,  (b)  kompetensi  kepribadian,  (c) kompetensi professional dan (d) kompetensi sosial.


a.  Kompetensi Pedagogik


Kompetensi  pedagogik  adalah  kemampuan  yang  harus  dimiliki guru  berkenaan  dengan  karakteristik  peserta  didik  dilihat  dari  berbagai aspek seperti fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual. Hal tersebut berimplikasi bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar  dan  prinsip-prinsip  pembelajaran  yang  mendidik  karena  peserta didik  memiliki  karakter,  sifat,  dan  interes  yang  berbeda.  Berkenaan dengan  pelaksanaan  kurikulum,  seorang  guru  harus  mampu mengembangkan kurikulum di tingkat satuan pendidikan masing-masing dan  disesuaikan  dengan  kebutuhan  lokal.  Guru  harus  mampu mengoptimalkan  potensi  peserta  didik  untuk  mengaktualisasikan kemampuannya  di  kelas,  dan  harus  mampu  melakukan  penilaian terhadap kegiatan pembelajaran.


b.  Kompetensi Kepribadian


Berdasarkan  kodrat  manusia  sebagai  makhluk  individu  dan sebagai  makhluk  Tuhan,  seorang  guru  wajib  menguasai  pengetahuan yang  akan  diajarkannya  kepada  peserta  didik  secara  benar  dan bertanggung  jawab,  ia  harus  memiliki  pengetahuan  penunjang  tentang kondisi fisiologis, psikologis, dan pedagogis dari para peserta didik yang dihadapinya.  Selain  itu,  Guru  sebagai  pendidik  harus  dapat mempengaruhi ke arah proses itu sesuai dengan tata nilai yang dianggap baik dan berlaku dalam masyarakat. Tata  nilai  termasuk  norma,  moral,  estetika,  dan  ilmu pengetahuan,  mempengaruhi  perilaku  etik  peserta  didik  sebagai  pribadi dan  sebagai  anggota  masyarakat.  Penerapan  disiplin  yang  baik  dalam proses  pendidikan  akan  menghasilkan  sikap  mental,  watak  dan kepribadian  peserta  didik  yang  kuat.  Guru  dituntut  harus  mampu membelajarkan  peserta  didiknya  tentang  disiplin  diri,  belajar  membaca, mencintai  buku,  menghargai  waktu,  belajar  bagaimana  cara  belajar, mematuhi  aturan/tata  tertib,  dan  belajar  bagaimana  harus  berbuat. Semuanya  itu  akan  berhasil  apabila  guru  juga  disiplin  dalam melaksanakan  tugas  dan  kewajibannya.  Guru  harus  mempunyai kemampuan  yang  berkaitan  dengan  kemantapan  dan  integritas kepribadian seorang guru.


c. Kompetensi Sosial


Berdasarkan  kodrat  manusia  sebagai  makhluk  sosial  dan makhluk  etis,  seorang  guru  dapat  memperlakukan  peserta  didiknya secara  wajar  dan  bertujuan  agar  tercapai  optimalisasi  potensi  pada  diri masing-masing  peserta  didik.  Ia  harus  memahami  dan  menerapkan prinsip belajar humanistik yang beranggapan bahwa keberhasilan belajar ditentukan  oleh  kemampuan  yang  ada  pada  diri  peserta  didik  tersebut. 


 d.  Kompetensi Profesional


Kompetensi  profesional  yaitu  kemampuan  yang  harus  dimiliki guru  dalam  perencanaan  dan  pelaksanaan  proses  pembelajaran.  Guru mempunyai  tugas  untuk  mengarahkan  kegiatan  belajar  peserta  didik untuk  mencapai  tujuan  pembelajaran.  Untuk  itu  guru  dituntut  mampu menyampaikan  bahan  pelajaran.  Guru  harus  selalu  meng-update,  dan menguasai materi pelajaran yang disajikan. Persiapan diri tentang materi diusahakan  dengan  jalan  mencari  informasi  melalui  berbagai  sumber seperti  membaca  buku-buku  terbaru,  mengakses  dari  internet,  selalu mengikuti  perkembangan  dan  kemajuan  terakhir  tentang  materi  yang disajikan. 


Terlihat peran guru dala membina civic dispositions siswa maka dalam hal ini terkait dengan adanya kompetensi pedagogik yang dimiliki oleh seorang guru dan dalam kompetensi pedagogik itu bahwa seorang guru harus mampu menguasai teori belajar  dan  prinsip-prinsip  pembelajaran  yang  mendidik  karena  peserta didik  memiliki  karakter,  sifat,  dan  interes  yang  berbeda. Namun dalam observasi yang dilakukan dilihat bahwa dalam proses pembelajaran yang berlangsung guru cendrung hanya fokus pada penyampain materi dan mengabaikan proses penanaman atau pembentukan watak/ Civic Dispositions siswa ke arah yang lebih baik. 


Hal ini menunjukkan bahwa guru fokus hanya pada aspek kognitif saja sehingga mengabaikan aspek kognitif dan psikomotor. Padahal dalam pendidikan itu sendiri ada 3 (tiga) tujuan yang harus dicapai oleh guru yaitu ranah kognitf, afektif dan psikomotor. Dimana  dalam proses pembelajaran PKn guru merupakan salah satu faktor pendukung keberhasilan pembelajaran. Peran Guru PKn dalam pembelajaran tidak hanya sebagai fasilitator tetapi juga bertanggung jawab dalam membentuk Civic Dispositons siwa. Guru PKn mempunyai peran yang besar dalam membimbing dan membentuk Civic Disposition siswa kearah yang lebih baik. Adapun indikator dari Civic Disposition  yaitu bertanggung jawab, jujur, mandiri, berpikir kritis, sopan, mau mendengar, bernegosiasi dan mau berkompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.


Peran guru dalam proses pembelajaran sangat diperlukan, khususnya dalam pembinaan watak atau karakter siswa. Karena karakter dapat mudah diajarkan dengan proses meniru (imitasi), sebagaimana dikemukakan oleh Coles dalam Branson(1999:54) yang menyatakan bahwa : karakter adalah kepada siapa kita mengekspresikan perbuatan kita, bagaimana kita hidup, apa yang kita kerjakan dan demikianlah anak-anak disekitar kita mengetahuinya, merekapun kemudian menyerap dan menyimpan hasil pengamatan mereka, yaitu kita-kita para orang dewasa ini hidup dan melakukan sesuatu dengan spirit tertentu, bergaul satu sama lain dengan berbagai cara. Anak-anak kitapun menambahi, meniru, merekam apa yang telah mereka amati dan kemudian karena saking seringnya berjejer dengan nasehat-nasehat moral tertentu yang tanpa disengaja atau disadari kita jejalkan kepada mereka.


 Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan pada tanggal 26-27 juli 2013 di SMP N 6 Padang, penulis juga melihat siswa-siswa kurang disiplin dan tidak mematuhi aturan aturan yang berlaku, contohnya masih ada siswa yang datang terlambat, tidak serius dalam belajar di kelas, dan kadang suka melontarkan kata kasar. Selain itu juga terlihat ada beberapa siswa dengan sembunyi-sembunyi memakai hanphone padahal ke sekolah telah ada aturan-aturan tidak diperbolehkan atau dilarang membawa hanphone. Ini menunjukkan bahwa siswa tersebut tidak patuh pada aturan auran disekolah tersebut dan tidak memiliki sifat jujur dan sikap bertanggung jawab.


 Kondisi ini tidak boleh dibiarkan dan harus ditemukan solusinya dengan lebih mengoptimalkan peran guru PKn di dalam membina Civic Dispositions siswa melalui pembelajaran di dalam  kelas maupun di luar kelas. Tetapi masalah yang terjadi dengan siswa ini, kadang kala Guru mengalami kesulitan dalam mencari solusinya. Sehingga hal ini memberikan kesan bahwa Guru PKn belum memiliki keterampilan yang maksimal dalam membina Civic Dispositions siswa.


Dilatar belakangi oleh hal tersebut maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul “ Peranan Guru Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) Dalam Membina Civic Dispositions Siswa di SMP Negeri 6 Padang “.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis mengidentifikasikan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Belum optimalnya peran Guru PKn dalam membina Civic Dispositions siswa yaitu berupa sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab. 

2. Akibat kurangnya peran Guru PKn dalam membina Civic Dispositions siswa memberikan dampak yang tidak baik dalam pembentukan Civic Dispositions siswa seperti tidak disiplin, tidak jujur dan tidak bertanggung jawab.


C. Batasan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah di atas, maka batasan dalam penelitian ini adalah mengenai Peranan Guru PKn Dalam Membina Civic Dispositions  Siswa di SMP Negeri 6 Padang.

D. Rumusan Masalah


Agar penelitian ini tidak keluar dari fokus yang telah ditetapkan, maka pertanyaan penelitian yang diajukan adalah :

1. Bagaimana gambaran Civic Disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang? Yaitu terkait dengan perencanaan civic dispositions, penerapan dan penilaian civic dispositions siswa


2. Bagaimana peranan Guru PKn dalam membina Civic Dispositions siswa di SMP Negeri 6 Padang.

E. Tujuan Penelitian


Berdasarkan latar belakang masalah dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini secara umum bertujuan :


1. Untuk memperoleh gambaran  Civic Dispositions siswa di SMP Negeri 6 Padang

2. Untuk mengetahui peranan Guru PKn dalam membina Civic Dispositions siswa di SMP Negeri 6 Padang.

F. Manfaat Penelitian


Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut .


1. Untuk Guru



Sebagai masukan bagi guru dalam membentuk atau membina Civic Dispositions peserta didik agar menjadi siswa yang mempunyai watak dn kepribadian yang  sesuai dengan nilai dan norma-norma.


2. Untuk Peserta didik


Agar peserta didik menjadi warga negara yang memiliki watak atau karakter  yang sesuai dengan nilai-nilai dan norma .
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Untuk Sekolah


Hasil penelitian ini akan memberikan masukan bagi sekolah sebagai usaha untuk meningkatkan watak atau karakter peserta didik agar mampu beradaptasi dengan lingkungan dan menghadapi tantangan di masa depan.

4. Untuk pembaca


Sebagai bahan bacaan yang akan menambah wawasan mengenai Civic Dispositions.


BAB II


KAJIAN TEORITIS


A. Kajian teori 


1. Pengertian Civic Dispositions 


S.M.Dumadi dalam Sutarjo Adisusilo, J.R. (2012:76) menyebutkan bahwa watak sebagai sifat seseorang dapat dibentuk, artinya watak seseorang dapat berubah, watak mengandung unsur bawaan ( potensi internal ), yang setiap orang dapat berbeda, watak amat dipengaruhi oleh faktor ekternal, yaitu keluarga, sekolah, masyarakat dan lingkungan pergaulan dan lain-lain.


Ahli pendidikan nilai Darmiyati Zuchdi dalam Sutarjo Adisusilo, J.R. (2012:76) memaknai watak (karakter) sebagai seperangkat sifat-sifat yang selalu dikagumi sebagai tanda-tanda kebaikan, kebijakan, dan kematangan moral seseorang. Lebih lanjut dikatakan bahwa tujuan pendidikan adalah watak adalah mengajarkan nilai-nilai tradisional tertentu, nilai-nilai yang diterima secara luas sebagai landasan prilaku yang baik dan bertanggung jawab. Hal tersebut dimaksudkan untuk menumbuhkan rasa hormat, tanggung jawab serta kasihan, disiplin, loyalitas, keberanian, toleransi, keterbukaan, etos kerja dan kecintaan kepada tuhan dalam diri seseorang. Jadi pada dasarnya watak yaitu penanaman nilai-nilai agar menjadi sifat pada diri seseorang dan karenanya mewarnai kepribadian atau watak seseorang.


Civic dispositions menurut  Quigley, (1991:11) adalah sikap dan kebiasaan berpikir warga negara yang menopang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Secara konseptual, Civic Dispositions  mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, yakni adalah kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.


Margaret S. Branson (1999:4) mengidentifikasi tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu Civic Knowledge ( Pengetahuan Kewarganegaraan), Civic Skills (Keterampilan Kewarganegaraan), dan Civic Disposition (Watak-Watak Kewarganegaraan). Komponen pertama, Civic knowledge berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warganegara (Bransons 1999:8). Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Kedua, Civic Skills meliputi keterampilan intelektual (intelectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Civic Disposition (Watak-watak kewarganegaraan), komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.


Indikator Civic Dispositions memiliki 3 komponen 


a. Disiplin


b. Jujur


c. Bertanggung jawab


a) Disiplin 


Disiplin merupakan suatu sikap mental yang harus tertanam dalam diri seorang siswa, dengan berlaku disiplin berarti siswa tersebut bertanggung jawab terhadap diri dan perbuatan yang dilakukannya. Disiplin dapat digambarkan sebagai bentuk upaya seseorang dalam melakukan sesuatu secara teratur dan terencana sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.


Menurut Mulyasa (2009: 191) disiplin adalah suatu keadaan tertib, ketika orang-orang yang bergabung dalam suatu sistem tunduk pada peraturan-peraturan yang ada dengan senang hati.


Yusi Riksa Yustiana (2010) juga menyatakan dalam http://file.upi.edu/Direktori bahwa disiplin pada dasarnya merupakan kontrol diri dalam mematuhi aturan baik yang dibuat oleh diri sendiri maupun diluar diri baik keluarga, lembaga pendidikan, masyarakat, bernegara maupun beragama. Disiplin juga merujuk pada kebebasan individu untuk tidak bergantung pada orang lain dalam memilih, membuat keputusan, tujuan, melakukan perubahan perilaku, pikiran maupun emosi sesuai dengan prinsip yang diyakini dari aturan moral yang anut. Dalam perspektif umum disiplin adalah perilaku sosial yang bertanggung jawab dan fungsi kemandirian yang optimal dalam suatu relasi sosial yang berkembang atas dasar kemampuan mengelola atau mengendalikan, memotivasi dan idenpendensi diri.


Alex dalam Vicy Vionita Ed. (2009: 7) mengatakan bahwa disiplin adalah suatu sikap tingkah laku dan perbuatan yang sesuai dengan peraturan-peraturan di suatu organisasi baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dan dalam rangka peningkatan disiplin maka akan diberikan hukuman terhadap pelanggaran yang dilakukan.


Sedangkan Balnadi Sutadipura (1985:93) mengatakan bahwa: disiplin adalah ‘a system of moral conduct’ yang dapat dimiliki melalui latihan, hal yang harus dikerjakan, dihayati, diulangi dan dimiliki.  


Berdasarkan beberapa pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa disiplin siswa merupakan suatu sikap mental siswa dimana mereka dengan kesadaran hatinya, dapat melaksanakan aturan atau tata tertib yang berlaku di sekolah. Disiplin  mampu memberikan kontribusi dalam menciptakan suatu lingkungan belajar  yang efektif. Oleh karena itu, sekolah yang mampu menerapkan disiplin akan mampu menghasilkan siswa-siswa yang tertib.


Mary Underwood (2000: 19) menjelaskan bahwa seorang guru yang menerapkan kebijakan dan mengikuti kebijakan yang telah disepakati bersama secara adil dan konsisten, maka guru tersebut akan jarang menemukan masalah tentang disiplin. Jadi disini dapat disimpulkan bahwa disiplin haruslah tercipta dalam suatu lingkungan belajar agar terciptanya suasana belajar yang kondusif.


Menurut Mulyasa ( 2009: 192 ) banyak perilaku negatif dan penyimpangan di sekolah, menunjukkan pentingnya disiplin sekolah. Dalam hal ini, guru bertanggang jawab mengarahkan pada yang baik, harus menjadi contoh, sabar dan penuh pengertian. Guru harus mampu menumbuhkan disiplin diri ( self dicipline ). Untuk kepentingan tersebut, guru harus mampu melakukan tiga hal sebagai berikut: 1) membantu peserta didik mengembangkan pola perilaku untuk dirinya 2) membantu peserta didik meningkatkan standar perilakunya 3) menggunakan pelaksanaan aturan sebagai alat untuk menegakkan disiplin.


Sedangkan Rhena Manroe (2010) dalam http://rhena-manroe.blogspot.com menjelaskan ada dua macam disiplin yaitu: 


a. Disiplin preventiv yaitu upaya menggerakkan siswa untuk mengikuti dan mematuhi peraturan yang telah ditetapkan. 


b. Disiplin korektiv yaitu pemberian kesempatan kedua apabila seseorang melanggar aturan yang telah ditetapkan.


Beberapa fungsi disiplin  menurut Rina Wati Handayani (2007) dalam http://digilib.unnes.ac.id/ yaitu: 1) Menata Kehidupan Bersama. 2) Membangun kepribadian 3) Melatih kepribadian 4) Pemaksakan 5) Hukuman 6) Menciptakan lingkungan yang kondusif.


Selain itu menurut Tulus Tu’u yang dikutip oleh Rina Wati Handayani dalam http://digilib.unnes.ac.id/  (2007 ) menyebutkan unsur-unsur disiplin adalah sebagai berikut: 


1. Mengikuti dan mentaati peraturan, nilai dan hukum yang berlaku. 


2. Alat pendidikan untuk mempengaruhi, mengubah, membina, dan membentuk perilaku sesuai dengan nilai-nilai yang ditentukan atau diajarkan.


3. Hukuman yang diberikan bagi yang melanggar ketentuan yang berlaku, dalam rangka mendidik, melatih, mengendalikan dan memperbaiki tingkah laku.


4. Peraturan-peraturan yang berlaku sebagai pedoman dan ukuran perilaku.


Disiplin sebenarnya bukan hanya sekedar aturan yang harus ditaati untuk merubah perilaku siswa di sekolah dan bukan sekedar sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan, tetapi lebih dari itu untuk membentuk mental disiplin kepada siswa agar hidup teratur dan bertanggung jawab terhadap diri sendiri.


b) kejujuran


Kejujuran  sebagai  salah  satu  bahasan  dalam  ilmu  akhlak berasal  dari  kata  jujur  yang  berati  lurus  hati,  tidak  berbohong, tidak  curang,  dan  ikhlas  (Alwi,  479).  Dengan  demikian  yang dimaksud  nilai-nilai  kejujuran  adalah  akhlak  lurus  hati,  tidak berbohong, tidak curang, ikhlas.


Selanjutnya (Alwi, 475). Dalam Budi Yuwono dalam bukunya  yang  berjudul “SQ  Reformation”  menyebutkan  bahwa  karakter  individu  yang jujur  yaitu  tabiatnya  selalu  bersikap  objektif  sesuai  dengan kebenaran  yang  diketahuinya  dan  tabiatnya  menunjukkan individu  yang  mempunyai  prinsip  dan  integritas  sehingga dipercaya oleh banyak pihak.


Dari pendapat diatas kujujuran merupakan lurus hati dan ikhlas dalam bersikap dan melakukan sesuatu dengan bersikap objektif terhadap apa yang dikerjakan atau dilakukan oleh setiap individu.


c) Bertanggung jawab


Tanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab menurut kamus umum bahasa indonesia adalah berkewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya atau memberikan jawab dan menanggung akibatnya.


Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau  perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertang​gung jawab.Disebut demikian karena manusia, selain merupa​kan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk ‘tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual. yogie arieffa dillah. 2012 tanggung jawab, http://. Wordpress.com./2008/09/22 diakses tanggal 1-3- 2014.


Dari pengertian di atas bertanggung jawab nerupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau  perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Dan bertanggung jawab merupakan perwujudan atas  kewajiban yang dilakukan oleh setiap mahklik individu dan makhluk sosial lainya.


2. Pengertian Peranan guru 


Peranan merupakan posisi dan kedudukan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas dimana dalam  hal tersebut menimbulkan tanggung jawab dan amanah. Setiap manusia mempunyai peranan yang berbeda hal ini tergantung kepada jabatan apa yang dimilikinya.


Menurut pendapat Karel J. Veegas (1993:60) peranan merupakan suatu aspek dinamis dari status atau kedudukan dimana setiap status akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (tanggung jawab) yang sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia.


Hal ini sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2006:212) bahwa peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, artinya dia menjalankan suatu peranan.


S. Nasution (2009:74) juga menjelaskan bahwa peranan merupakan serangkaian hak dan kewajiban, yang bersifat timbal balik dalam hubungan antar individu. Hak adalah kesempatan atau kemungkinan untuk bertindak yang sebaliknya menimbulkan kewajiban pada pihak lain untuk memungkinkan tindakan itu, hak seseorang dibatasi oleh kewajiban pihak lain untuk mematuhinya.


Levinson menjelaskan dalam Soerjono Soekanto (2006:213) Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi di masyarakat (sosial position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 


Menurut Soerjono Soekanto (2006:213) peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.


Jadi disini dapat disimpulkan bahwa suatu peran merupakan suatu posisi atau kedudukan dimana di dalamnya mencakup berbagai aspek, yang menimbulkan hak-hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu. Dimana semuanya harus dijalankan secara berkesinambungan sebagai suatu proses.


Peranan berasal dari kata peran. Peran memiliki makna yaitu seperangkat tingkat diharapkan yang dimiliki oleh yang berkedudukan di masyarakat (Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007:845) peranan adalah bagian utama yang harus dilaksanakan. Menurut Soejono Soekanto (2002:243) peranan merupakan aspek dinamis kedudukan ( Status) apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibanya maka ia menjalankan suatu peranan. 


Hasbullah (2006:180) menyatakan guru adalah pendidik professional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik mulai dari pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.  


Sedangkan Isjoni (2005:49) mendeskripsikan guru adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendewasakan anak didiknya dan sekaligus menjadikan anak didiknya menjadi manusia yang memiliki rasa percaya diri dan bertanggung jawab. Selain itu, guru juga memiliki tugas mulia dengan memberikan pengetahuan dan keterampilan kepada anak didiknya. Sehingga dengan bekal tersebut anak didik akan mampu melakukan aktivitas dan kreativitas membangun dirinya, keluarga maupun masyarakat.


Menurut Soekanto dalam Azwar Ananda (2002:24) mengemukakan bahwa ada  3 cakupan yang terdapat dalam peranan:

1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.


2) Peranan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.


3) Peranan yang dapat dikatakan sebagai prilaku-prilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.


Dalam hal ini peranan guru dapat diartikan sebagai seseorang yang mempunyai hak dan kewajiban serta tanggung jawab dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik baik dalam mata pelajaran maupun dalam sikap dan moral. Guna menciptakan siswa yang berkompetensi.

Menurut Wrightman dalam Moh. User Usman ( 1995:4) peranan guru adalah terciptanya serangkaian tingkah laku yang saling berkaitan yang dilakukan dalam situasi tertentu serta berhubungan dengan kemajuan perubahan tingkah laku dan perkembangan siswa yang menjadi tujuannya. 


Sardiman (2007:143) berpendapat sehubungan dengan fungsi guru sebagai pengajar, pendidik dan pembimbing maka diperlukan adanya berbagai peranan pada diri guru. Peranan guru ini senantiasa menggambarkan pola tingkah laku yang diharapkan dalam berbagai interaksinya, baik dengan siswa, sesama guru, maupun staf lainnya. Sebab disadari atau tidak bahwa sebagian dari waktu dan perhatian guru banyak dicurahkan untuk menggarap proses belajar mengajar dan berinteraksi dengan siswa.


Pery Katz dalam Sardiman (2007:144) menggambarkan peranan guru sebagai 1) komunikator yaitu sahabat yang memberikan nasihat-nasihat, 2) motivator yaitu sebagai pemberi inspirasi dan dorongan, 3) pembimbing dalam pengembangan sikap dan tingkah laku serta nilai-nilai, 4) serta orang yang menguasai bahan yang diajarkan.


Semantara itu, Havighurst dalam Sardiman (2007:144) menjelaskan bahwa peranan guru di sekolah sebagai pegawai (employee) dalam hubungan keamanan, sebagai bawahan (subordinate) terhadap atasannya, sebagai kolega dalam hubungannya dengan teman sejawat, sebagai mediator dalam hubungannya dengan anak didik, yaitu pengatur disiplin, evaluator dan pengganti orang tua.


Moh. User Usman menyatakan (1995:9-11) Perkembangan baru terhadap pandangan belajar mengajar membawa konsekuensi kepada guru untuk meningkatkan peranan dan kompetensinya karena proses belajar mengajar dan hasil belajar siswa sebagian ditentukan oleh peranan dan kompetensi guru dalam proses belajar mengajar dapat di lihat antara lain:


1. Guru sebagai demonstrator atau pengajar dimana guru hendaknya senantiasa menguasai bahan atau materi pembelajaran yang akan diajarkan serta senantiasa meningkatkan kemampuannya dalam hal ilmu yang dimilikinya karena hal ini akan sangat menentukan hasil belajar yang dicapai siswanya.


2. Guru sebagai pengelola kelas dimana guru hendaknya mampu mengelola kelas sebagai lingkungan belajar serta merupakan aspek dari lingkungan sekolah yang perlu diorganisasikan. Lingkungan ini diatur dan diawasi agar kegiatan-kegiatan belajar terarah kepada tujuan-tujuan pendidikan. Pengawasan terhadap lingkungan belajar turut menentukan sejauh mana lingkungan tersebut menjadi lingkungan belajar yang baik. Lingkungan yang baik adalah yang bersifat menantang dan merangsang siswa untuk belajar, memberikan rasa aman dan kepuasan dalam mencapai tujuan.


3. Guru sebagai mediator dan fasilitator dimana guru hendaknya memiliki pengetahuan dan pemahaman yang cukup tentang media pendidikan karena media pendidikan merupakan alat komunikasi untuk lebih mengefektifkan proses belajar mengajar. Dengan demikian media pendidikan merupakan dasar yang sangat diperlukan yang bersifat melengkapi dan merupakan bagian integral demi berhasilnya proses pendidikan dan pengajaran di sekolah.


4. Guru sebagai evaluator hal ini biasanya pada setiap jenis pendidikan atau bentuk pendidikan pada waktu-waktu tertentu selama satu periode pendidikan orang selalu mengadakan penilaian terhadap hasil yang telah dicapai, baik oleh pihak terdidik maupun pendidik.


Menurut Moh. User Usman (1995:11) selain peran guru dalam proses belajar mengajar, guru juga memiliki peran secara pribadi (self oriented) dimana seorang guru harus berperan antara lain:


1. Petugas sosial yaitu seorang yang harus membantu untuk kepentingan masyarakat. Dalam kegiatan di masyarakat, guru senantiasa menjadi petugas yang dapat dipercaya untuk berpartisipasi di dalamnya.


2. Pelajar dan ilmuwan yaitu senantiasa terus-menerus menuntut ilmu pengetahuan. Dengan berbagai cara setiap guru senantiasa belajar untuk mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan.


3. Orang tua yaitu guru mewakili orang tua siswa di sekolah dalam pendidikan anaknya. Sekolah merupakan lembaga pendidikan sesudah keluarga, sehingga dalam arti luas sekolah merupakan keluarga kedua bagi siswa, dimana guru berperan sebagai orang tua bagi siswa-siswanya.


4. Memberi teladan yaitu guru senantiasa menjadi teladan yang baik untuk siswanya baik itu di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Guru menjadi patokan dalam perkembangan norma dan tingkah laku siswanya.


5. Memberi rasa aman yaitu guru senantiasa memberi rasa aman bagi siswa. Guru menjadi tempat berlindung bagi siswa-siswanya terhadap gangguan dari luar.


Sementara itu, Doyle sebagaimana dikutip oleh Akhmad Sudrajat (2008) dalam blog wordpress.com mengemukan dua peran utama guru dalam pembelajaran yaitu menciptakan keteraturan (establishing order) dan memfasilitasi proses belajar (facilitating learning): yang dimaksud keteraturan di sini mencakup hal-hal yang terkait langsung atau tidak langsung dengan proses pembelajaran seperti: tata letak tempat duduk, disiplin peserta didik di kelas, interaksi peserta didik dengan sesamanya, interaksi peserta didik dengan guru, jam masuk dan keluar untuk setiap sesi mata pelajaran, ketaatan siswa terhadap peraturan, sedangkan mengfasilitasi proses belajar mengajar antara lain: pengelolaan sumber belajar, pengelolaan bahan belajar, prosedur dan sistem yang mendukung proses pembelajaran, lingkungan belajar dan lain-lain.


Sedangkan peranan guru menurut Adams dan Dickey dalam Oemar Hamalik (2001:123-125) terbagi atas 4 yaitu:


1. Guru sebagai pengajar


Dimana guru bertugas memberikan pengajaran di dalam kelas, ia menyampaikan pelajaran agar siswa memahami dengan baik semua pengetahuan yang telah disampaikan


2. Guru sebagai pembimbing


Guru berkewajiban memberikan bantuan kepada siswa agar mereka mampu menemukan masalah sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, mengenal diri sendiri, dan menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Siswa membutuhkan bantuan guru dalam hal mengatasi kesulitan-kesulitan pribadi, kesulitan pendidikan, kesulitan memilih pekerjaan, kesulitan dalam hubungan sosial dan interpersonal.


3. Guru sebagai pembina


Sekolah dan kelas adalah suatu organisasi dimana guru adalah sebagai pemimpinnya. Guru berkewajiban mengadakan supervise atas kegiatan belajar siswa, membuat rencana pengajaran bagi kelasnya melakukan manajeman kelas dan mengatur disiplin kelas secara demokratis


4. Guru sebagai ilmuwan


Guru dipandang sebagai orang yang paling berpengetahuan, guru bukan saja berkewajiban menyampaikan  pengetahuan yang dimilikinya  tapi guru juga harus menerapkan secara baik apa yang telah disampaikannya. 


Dengan kata lain, tanggung jawab guru terhadap siswanya terbagi atas: 1) Guru sebagai pengajar dimana guru memiliki peran dalam menyampaikan materi pelajaran kepada siswa 2) Guru sebagai pendidik dimana guru berperan dalam sikap mental siswa.


Menurut Kunandar (2007:37) tugas dan peran guru dari hari ke hari semakin berat, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Guru sebagai komponen utama dalam dunia pendidikan dituntut untuk mampu mengimbangi bahkan melampaui perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang dalam masyarakat. Melalui sentuhan guru di sekolah diharapkan mampu menghasilkan peserta didik yang memiliki kompetensi tinggi dan siap menghadapi tantangan hidup dengan penuh keyakinan dan percaya diri yang tinggi. Sekarang dan ke depan sekolah (pendidikan) harus mampu menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas baik secara keilmuan (akademis) maupun secara sikap mental. 


Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan peranan guru PKn sebagai seorang guru mata pelajaran yang mata pelajarannya terkait dalam pembentukan moral siswa adalah membantu menbimbing dan mengarahkan siswa untuk berlaku dan bersikap sesuai dengan disiplin kejujuran dan tanggung jawab yang berlaku di sekolah, sedangkan peranan guru PKn di luar lingkungan sekolah adalah membantu pembentukan moral dan sikap siswa agar dapat diterima di lingkungan masyarakat, dan berlaku disiplin dimanapun ia berada.


Berdasarkan beberapa komponen di atas maka seorang pendidik haruslah memiliki karakteristik perilaku yang baik. Menurut Made Pidarta (2007:283) Seorang pendidik hendaknya memiliki perilaku-perilaku sebagai berikut:


1. Pendidik bertindak sebagai mitra atau saudara peserta didik


2. Melaksanakan disiplin yang permisif yaitu memberi kebebasan bertindak asal semua peserta didik aktif belajar


3. Memberi kebebasan kepada semua peserta didik untuk mengaktualisasi potensi mereka masing-masing


4. Mengembangkan cita-cita riil para peserta didik atas dasar pemahaman mereka tentang diri sendiri


5. Melayani pengembangan bakat setiap peserta didik


6. Melakukan dialog atau bertukar pikiran secara ktitis dengan peserta didik


7. Menghargai perbedaan agama peserta didik


8. Melakukan dialektika nilai budaya lama dengan nilai-nilai budaya modern


9. Mempelajari dan ikut memecahkan masalah masyarakat, yang mencakup ekonomi, sosial, budaya dan geografis termasuk aplikasi filsafat pancasila


10. Mengantisipasi perubahan lingkungan dan masyarakat oleh pendidik atau bekerja sama dengan para peserta didik


11. Memberi kesempatan kepada para peserta didik untuk berkreasi 


3. Pendidikan Kewarganegaraan


a. Hakekat Pendidikan Kewarganegaraan


Pendidikan Kewarganegaraan( PKn )merupakan salah satu mata pelajaran sebagai muatan wajib dalam kurikulum pendidikan dasar dan menengah ( Pasal 37 Ayat 1 UU Sistem Pendidikan Nasional ). Selanjutnya dalam Lampiran Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 Tentang Standar Isi untuk satuan kurikulum Pendidikan Dasar dan Menengah mendefenisikan Pendidikan Kewarganegaraan sebagai berikut  :


Mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran yang memfokuskan pada pembentukan warganegara yang memahami dan mampu melaksanakan hak-hak dan kewajiban untuk menjadi warganegara Indonesia yang cerdas, terampil dan berkarakter yang diamanatkan oleh Pancasila dan UUD 1945.


Dari defenisi diatas, PKn ditujukan untuk mendidik semua penduduk yang ada disebuah Negara agar menjadi warga Negara yang cerdas, terampil dan berkarakter sesuai dengan amanat Pancasila dan UUD 1945 atau yang lebih popular disebut dengan warganegara yang baik ( to be a good citizenship ). ( Azwar Ananda, 2012:4 ).
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Pendidikan Kewarganegaraan juga merupakan salah satu bidang kajian yang mengemban misi nasional untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia melalui koridor “value-based education”. Dalam hal ini Pendidikan Kewarganegaraan harus diberikan pada semua jenjang pendidikan karena bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga Negara Indonesia yang berakhlak mulia , cerdas, partisipatif, bertanggung jawab, memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air. Selain itu, PKn secara teoretik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif, dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara. Secara programatik, Pendidikan Kewarganegaraan dirancang sebagai subjek pembelajaran yang menekankan pada isi yang mengusung nilai-nilai (content embedding values) dan pengalaman belajar (learning experiences) dalam bentuk berbagai perilaku yang perlu diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari dan merupakan tuntunan hidup bagi warga negara dalam kehidupan bermasyarakat, ber-bangsa, dan bernegara sebagai penjabaran lebih lanjut dari ide, nilai, konsep, dan moral Pancasila, kewarganegaraan yang demokratis, dan bela negara ( Dasim, 2010:141 ). 


Jika memperhatikan uraian diatas, maka tampak bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan salah satu mata pelajaran yang berperan dalam pembangunan karakter bangsa, karena melalui Pendidikan Kewarganegaraan peserta didik akan difasilitasi untuk dapat membangun pengetahuan, sikap, serta keterampilan kewarganegaraan yang demokratis.

b. Tujuan Pendidikan Kewarganegaraan


     Dalam Hamid Darmadi (2010:30), dinyatakan bahwa konsep pendidikan kewarganegaraan berfokus pada pengembangan intelektual, pengembangan emosional dan sikap serta pengembangan keterampilan sosial. Maka, secara garis besar, konsep PKn bertujuan untuk : 


1) Meningkatkan kesadaran dan kemampuan diri pribadi siswa sebagai insan pancasilais.


2) Meningkatkan diri siswa sebagai warga Negara yang pancasilais yang mahir dalam hubungan sosial. 




Secara umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam UU Sistem Pendidikan Nasional Nomor  20 tahun 2003, Program Pendidikan Kewarganegaraan hendaknya mengacu pada pencapaian tujuan pendidikan nasional, yaitu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia Indonesia seutuhnya, yaitu manusia yang beriman, dan bertaqwa terhadap Tuhan Yang maha Esa dan berbudi pekerti luhur, mandiri, serta memiliki rasa tanggungjawab kemasyarakatan dan kebangsaan. 




Jadi dapat dismpulkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan diberikan dengan tujuan untuk mempersiapkan warga negara agar dalam memasuki kehidupan bermasyarakat dapat mengembangkan kehidupan pribadi yang memuaskan, menjadi anggota keluarga yang berbahagia, menjadi warga negara yang berkesadaran  kebangsaan yang tinggi serta bertanggung jawab pada NKRI yang bersendikan Pancasila. Selain itu, diselenggarakannya Pendidikan Kewarganegaraan juga tidak terlepas dari tujuan untuk membekali generasi muda selaku calon pemimpin dimasa yang akan datang dengan kesadaran bela Negara serta kemampuan untuk memandang segala peristiwa dalam masyarakat dalam pandangan/kepentingan bersama yaitu kepentingan masyarakat/bangsa dari berbagai aspek kehidupan.


4. Peranan Guru Dalam Membina civic dispositions Siswa



Membangun peradaban sebuah bangsa pada hakikatnya adalah pengembangan watak dan karakter manusia yang  unggul dari sisi intelektual, spiritual, emosional, dan fisikal yang dilandasi oleh fitrah kemanusiaan.


Dalam pendidikan, guru merupakan pemegang peran yang amat penting dalam proses pendidikan. Dan upaya meningkatkan profesionalisme para pendidik adalah suatu keniscayaan. Guru harus mendapatkan program-program pelatihan secara tersistem agar tetap memiliki profesionalisme yang tinggi dan siap melakukan dan memberikan motivasi inovasi. Guru juga harus mendapatkan ” Reward ” (tanda jasa),penghargaan dan kesejahteraan yang layak atas pengabdian dan jasanya, dengan setiap inovasi dan pembaruan dalam bidang pendidikan dapat diterima dan dijalaninya dengan baik. Di sinilah kemudian pendidikan guru memiliki kualitas ketika menyajikan bahan pengajaran kepada subjek didik. Dimana kualitas seorang guru dapat diukur dari segi moralitas, bijaksana, sabar dan menguasai bahan pelajaran ketika beradaptasi dengan subjek didik. Dan faktor-faktor itulah yang akan membuat diri seorang guru  mampu menghadapi masalah-masalah sulit, tidak mudah frustasi, depresi atau stress.


Di sekolah  seorang guru sangat penting sekali mengembangkan atau menerapkan kepada peserta didik nilai-nilai etika seperti kepedulian, kejujuran, keadilan, tanggung jawab, dan rasa hormat terhadap diri sendiri, masyarakat dan maupun dalam berbangsa dan bernegara. Guru juga  harus mempunyai komitmen untuk mengembangkan karakter peserta didik berdasarkan nilai-nilai tersebut, dan dari penerapan nilai-nilai tersebut  peserta didik juga dapat menerapkan semua nilai-nilai tersebut dalam sikap dan prilaku lingkungan sekolah sehari-hari.


Seseorang dapat dikatakan berkarakter jika telah berhasil menerapkan  nilai dan keyakinan yang dikehendaki masyarakat serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam hidupnya. Dan begitu  juga seorang pendidik dikatakan berkarakter, apabila ia telah mampu memiliki nilai dan keyakinan yang dilandasi hakikat dan tujuan pendidikan serta digunakan sebagai kekuatan moral dalam menjalankan tugasnya sebagai pendidik. Dengan demikian guru atau pendidik yang berkarakter, berarti telah memiliki kepribadian yang ditinjau dari titik tolak etis atau moral, seperti sifat kejujuran, amanah, keteladanan, ataupun sifat-sifat lain yang harus melekat pada diri guru atau  pendidik tersebut. Guru atau Pendidik yang berkarakter kuat tidak hanya memiliki kemampuan mengajar hanya dalam mentransfer ilmu pengetahuan saja, tetapi melainkan juga harus memiliki kemampuan mendidik keteladanan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan penerapan yang demikain maka guru atau pendidik tersebut telah mampu dan berhasil dalam menjalankan perannya sebagai seorang guru atau pendidik yang profesional.


Selain itu, guru merupakan personalia penting dalam pendidikan karakter di sekolah, di sekolah interaksi tang terjadi adalah interaksi antara peserta didik dengan guru, baik dalam melalui proses pembelajaran akademik, kurikuler maupun ektrakurikuler. Pemahaman guru tentang pentingnya pendidikan sengat menentukan keberhasilan implementasi karakter siswa di sekolah. Di sekolah, pendidik atau guru merupakan figur yang diharapkan mempu membina dan mendidik anak yang berkarakter, berbudaya, dan bermoral. Merujuk Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Tahun 2003 pasal 1, semua tenaga kependidikan baik yang berkualifikasi sebagai guru, dan dosen mempunyai tugas dalam membina siswa dalam pendidikan. Guru atau pendidik merupakan teladan bagi siswa dan memiliki peranan yang sangat besar dalam pembentukan karakter siswa. Peran guru sebagai pembentuk generasi muda yang bekarakter sesuai dengan UU Guru dan Dosen, UU No.14 Tahun 2005, guru merupakan sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah. Dalam proses transformasi melalui pendidikan formal di sekolah, guru memegang peranan yang sangat penting.


Menurut Gede Reka dalam Zubaedi(2011:165) preestasi peserta didik dilihat dari keberhasilannya dalam membantu para peserta didik mentransformasikan diri ke tingkat kualitas pribadi yang lebih tinggi atau lebih baik. Hal ini dimaknai bahwa guru atau pendidik sebagai agen transformasi pada tatanan individu atau peserta didik, dan transformasi sebuah masyarakat atau bangsa, artinya titik awal dalam transformasi pembentukan karakter bangsa, maka titik awalnya adalah mentransformasi pendidikan.


Para guru di  sekolah dituntut menjalankan enam peranan: (1) harus terlibat dalam proses pembelajaran yaitu melakukan interaksi dengan siswa dalam mendiskusikan materi pembelajaran (2) harus menjadi contoh tealadan kepada siswanya dalam berprilaku dan bercakap: (3) harus mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui pengunaan metode pembelajran yang variatif: (4) harus mampu mendorong dan membuet perubahan sehingga keprbadian, kemampuan dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat dengan siswanya (5) harus mampu membantu dan mngembangkan emosi dan kepekaan siswa agar menjadi lebih bertakwa, menghargai ciptaan allah, mengembangkan keindahan dan belajar soof skills yang berguna bagi kehidupan siswa selanjutnya, dan (6) harus menunjukkan rasa kecintaaan kepada siswa sehingga guru dalam membina siswa yang sulit tidak mudah putus asa.( Zubaedi 2011:164-165).

B. Kerangka Konseptual



Kerangka konseptual merupakan kerangka berfikir dalam mengembangkan hubungan antara konsep yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk memudahkan penulis dalam melaksanakan penelitian, sebab kerangka konseptual ini disusun berdasarkan kepada kerangka teoritis yang telah penulis susun. Berdasarkan kerangka konseptual akan jelas nampak ada beberapa objek dan konsep yang harus diteliti.


 Kerangka konseptual ini digunakan untuk lebih memahami permasalahan yang akan diteliti yaitu mengenai peranan guru PPkn untuk membina civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang, yang ditinjau melalui gambaran tentang civic disposition siswa dan strategi guru PPkn dalam membina civic disposition siswa tersebut. 



Salah satu komponen penting dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan adalah, harus adanya pembinaan civic dispositions siswa oleh guru. Dimana civic dispositions merupakan sikap dan kebiasaan berfikir warga negara yang menopang yang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Civic Dispositions mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, yakni kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya. 


Oleh karena dalam hal ini guru pendidikan kewarganegaraan memiliki peran penting dalam membina civic dispositions siswa tersebut seperti disiplin, bertanggung jawab, saling menghormati dan jujur. Adapun peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam membina civic dispositions siswa yaitu para guru di sekolah dituntut menjalankan enam peranan : (1) harus terlibat dalam pembelajaran yaitu mlakukan interaksi dengan siswa dalam mendiskusikan meteri pembelajaran. (2) harus menjadi contoh teladan kepada siswanya dalam berprilaku dan bercakap. (3) harus mampu mendorong siswa aktif dalam pembelajaran melalui pengunaan metode pembelajaran variatif. (4) harus mampu mendoron dan membuat perubahan kepribadian, kemampuan dan keinginan guru dapat menciptakan hubungan yang saling menghormati dan bersahabat dengan siswanya (5) harus mampu dan mengembangkan emosi dan kepekaan agar menjadi lebih bertakwa, menghargai ciptaan allah, mengembagkan keindahan dan belajar soof skill yang berguna bagi kehidupan siswa selanjutnya, dan (6) harus menunjukkan rasa kecintaan kepada siswa sehingga guru dalam membina siswa tidak mudah putus asa. Jadi disisni terlihat bahwa dalam pembelajaran tersebut guru tidak hanya berperan dalam memberikan ilmu pengetahuan kepada siswa, atau transfer of knowladge saja tapilebih dari itu. Guru juga harus bisa menanamkan nilai-nilai / transfers of value. Yang dalam hal ini yaitu nilai-nilai yang berkaitan dengan civic dispositions siswa seperti, disiplin, jujur dan bertanggung jawab.


Berdasarkan latar belakang dan kajian teori yang dikemukakan di atas, maka dapat dibuat kerangka konseptual sebagai berikut:

Gambar 1.

Kerangka Konseptual
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(RPP)
Sekolah : SMP N 6 Padang
Mata Pelajaran : Pendidikan Kewarganegaraan
Kelas / Semester D VIIT/ 1T
Pertelﬁuan Ke :1,dan 2
Alokasi Waktu : 4 x 40 menit
Standar Kompetensi : 5. Memahami kedaulatan rakyat dan sistem

pemerintahan Indonesia

Kompetensi Dasar : 5.3 Menunjukkan sikap positf terhadap kedaulatan
rakyat dan sistem peerintahan indonesia dalam

berbagai aspek kehidupan.

Indikator

1 Menjelaskan sikap positif terhaap kedaulatan | e Dapat dipercaya
rakyat ( Trustworthines)
e Rasa hormat dan
2 | Menjelaskan peran rakyat dalam kehidupan perhatian ( respect
negara yang demokratis )
3 | Menunjukkan sikap positif terhadap sistem | e Jujur ( fairnes)
pemerintahan indonesia e Kewarganegaraan

(citizenship )

4 | Mendeskripsikan pentingnya bersikap jujur
dalam pelaksanaan pemilu sebagai wujud dari

kedaulatan rakyat

LTujuan Pembelajaran :

Siswa dapat :
a. Membhai sistem pemerrintahan Indonesia
b. Memahami arti penting rakyat didalam sistem pemerintahan

c. Mampu mewujukan cita-cita kedaulatan rakyat dalam kehidupan

bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
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I Strategi Pembelajaran

3 5.‘*"‘13 o)

® Mendeskripsikan sikap | ¢ Menggambarkan e Siswa berlatih
positif terhadap bagaimana rakyat mendeskripsikan pelaksana
sikap positif kedaulatan

kedaulatan rakyat menjalankan
perannya rakyat dalam segala aspek

kehidupan

II. Materi ajar
FAKTA:

* Adanya kasus demonstrasi yang anarkis sebagai bentuk
kedaulatan yang tidak baik

* Adanya siswa yang meraih juara olimpiade pada tingkat provinsi

e Adadnya kepercayaan rakyat kepada anggota parlemen untuk
mengelola negara

* Rakyat menentukan pilihannya terhadap president dan wakil
president melalui pemilu

e Adanya keterlibatan rakyat dalam membela Negara seperti ikut
dalam menjaga nama baik negara

e Adanya siswa yang selalu mengamlkan pancasila dalam
kehidupan sehari- hari

e Adanya siswa yang tidak mau melakukan korupsi diantara teman
— temannya

e Adanya pemerintah yang selalu ingin membangun negaranya

menjadi lebih baik

KONSEP:
e Menunjukkan sikap positif terhadap kedaulatan rakyat
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Iv.

e Mendeskripsikan pentingnya bersikap jujur dalam pelaksanaan

pemilu sebagai wujud dari kedaulatan rakyat

e Menunjukkan sikap positif terhadap pemerintahan Indonesia

PRINSIP:

Berdasarkan ketentuan UUD 1945 yang sudah di amandemen :

- Pasal 1 ayat 2

- Pasal 1 ayat 3 “ negara indonesia adalah negara hukum”

- Pasal 4 ayat 1 “ kekuasaan pemerintah dipegang oleh presiden”

Pasal 17 ayat 1 dan 2 “ menteri-menteri negara adalah pembantu

presiden menteri-mentri tersebut diangkat dan diberhentikan oleh

presiden

- Sila ke-3 yaitu persatuan Indonesia.

Metode dan media Pembelajaran

Metode pembelajaran dapat digunakan / modifikasi sesuai

kebutuhan seperti :

a. Metode ceramah bervariasi

b. Metode pemberian tugas dan diskusi kelompok

Media : Gambar

Langkah-langkah Pembelajaran

Pertemuan I indikator 1 dan 2

NO

KEGIATAN

DESKRIPSI

WAKTU

Awal

Kegiatan guru :
Apersepsi

a. Guru bersama siswa membaca salam

b. Setelah itu guru memeriksa kesiapan kelas dan

mencek kondisi siswa.

c. Kemudian Guru mengulas kembali

sedikit

10
Menit
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Memotivasi
a. Guru memberikan contoh konkrit mengenai sikap

positif  terhadap kedaulatan dan sistem
pemerintahan, contoh : sejak kita merdeka
hingga sekarang negara kita mengalami
perkembangan buktinya dilakukannya pemiiu
1999 yang JURDIL. Pertanyaan : apakah pada

saat ini masyarakat kita sudah bersikap positif

terhadap kedaulatan dan sistem pemerintahan .

beri alasannya?

b. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa untuk

menjawab pertanyaan tersebut.

Inti Eksplorasi : 10
Didalam kegiatan eksplorasi yang akan dilakukan Menit
adalah :

a. Guru memberikan pendapat tentang jawaban
tersebut dan mengkonfirmasikan SK/KD dan
indikator pembelajaran yang akan dibahas
b. Guru menjelaskan materi cakupan untuk kali ini
Kemudian guru menyampaikan bagimana
sistem belajar, pada pertemuan kali ini guru
menggunakan metode ceramah bervariasi dan
media gambar.
Elaborasi ;
Kegiatan elaborasi yang akan dilakukan adalah : 40 menit

a. Guru meminta masing- masing siswa untuk

mencari informasi tentang :
pertanyaan : berikan Contoh Konkrit dan

nyata sikap positif kita dalam menjalankan
perannya  sebagai  kekuasaan  tertingi

dilingkunan masyarakat.





[image: image12.jpg]b. Guru memberi waktu kepada siswa untuk
menyelesaikan tugasnya.

c. Guru membimbing siswa untuk mengerjakan
tugas yang diberikan.

d. disaat siswa mengejakan tugasnya, guru
mengumumkan  tugas rumah  inengenai
gambar-gambar  sikap positif masyarakta
-~ terhadap sistem pemerintahan

Konfirmasi :

Guru mengomentari hasil kerja siswa dan,

memberikan penegasan dan apresiasi terhadap | 10 menit

Jjawaban siswa.
3. Penutup Guru  bersama siswa menyimpulkan materi 10
Menit

pelajaran ini, guru menjelaskan aplikasinya di
lapangan kerja serta mendiskusikan rencana

pembelajaran untuk pertmuan selanjutnya.

LEMBAR KERJA SISWA

Pilihlah salah satu jawaban a, b, ¢ atau d di bawah ini yang kamu anggap
benar!

1. Setelah adanya amandemen UUD 1945 pasal 2 ayat 1 maka anggota MPR
dipilh secara...

2. Bentuk sikap positif masyarakat terhadap kedaulatan rakyat diwujudkan

Prinsip-prinsip demokrasi

a. Lansung

b. Tidak lansung
c. Perwakilan

d. Voting
melalui.....

a. Rela berkorban
b.

c. Pemilu

d. Demonstrasi

3. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dapat di ejawantahkan dalam

a.

Parpol





[image: image13.jpg]b. Dukungan penuh

c. Dalam mengambil keputusan
d. Dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga Negara

Salah satu peran rakyat untuk mewujud tegaknya nilai-nilai demokrasi

adalah....

a
b
c.
d. Rakyat tidak mau tahu urusan Negara

Menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan UUD1945

Rakyat bisa ikut mencalonkan diri untuk jadi presden
Rakyat berbuat sebebas-bebasnya

Sikap positif terhadap system pemerintahan di Indonesia adalah...

a.

b.
c.
d.

Meningkatkan kerjasama, kegotongroyongan, dan kesetiakawanan

social.

Mewujudkan supremasi hokum dan pemerintahan yang bersih.
Penyempurnaan konstitusi dan perundang-undangan.
Membangun budaya toleransi antar kelompok masyarakat

|

Skala penilaian : bobot untuk 1 pertanyaan 25

Slaka nilai:

91-100= A ( istimewa)
80-90 = B (Baik )

70-79 = C ( cukup)

60-69 =D ( kurang)

0-59 = E ( Sangat kurang)

Pertemuan Il untuk indikator 3

NO | KEGIATAN DESKRIPSI WAKTU
1. Awal Kegiatan guru : 10
Apersepsi Menit
a. Guru membuka kegiatan dengan membaca
Salam
b. Setelah itu guru memeriksa kesiapan kelas
dan mencek kondisi siswa.
¢. Kemudian guru mereview siswa dengan

menanyakan pelajaran  minggu lalu,
selanjutnya menjelaskan cakupan materi

pembelajaran dan tujuan pembelajaran.





[image: image14.jpg]Memotivasi
a. guru memberikan contoh konkrit mengenai

sikap positif terhadap sistem pemerintaha
demokrasi
contoh :  sejak kita merdeka hingga
sekarang negara kita mengalami
perkembangan  buktinya  dilakukannya
pemilu 1999 yang JURDIL. Pertanyaan :
apakah pada saat ini masyarakat kita sudah
bersikap positif terhadap kedaulatan dan
sistem pemerintahan . beri alasannya?

b. Kemudian guru menunjuk salah satu siswa

untuk menjawab pertanyaan tersebut.

Inti Eksplorasi : 10
Didalara kegiatan eksplorasi yang dilakukan Menit
adalah :

a. Guru menyampaikan materi KD terakhir
pada pertemuan kali ini.
b. Selanjutnya guru memberikan tugas
dengan membahas kisi—kiéi soal ujian
semester.
Elaborasi :
Dalam kegiatan elaborasi,
a. Guru Membagikan soal ujian semester
40 menit

tahun lalu kepada masing-masing siswa

b. Guru memperintahkan siswa untuk
mengerjkannya kedalam  kertas  satu
lembar.

c. Guru mengamati dan membimbing siswa
dalam kelas mengenai soal yang telah
disediakan.

a. Guru - mengomentari  hasil kerja







[image: image15.jpg]memberikan penegasan dan memberikan | 10 menit
penguatan terhadap jawaban soal- soal
tersebut dan siswa mendengarkan ulasan
dari guru.

b. Guru  memberikan  apresiasi  dan

mengumumkan nilai siapa yang paling

baik .
3. Penutup Guru bersama siswa menyimpulkan materi 10
pelajaran ini, guru menjelaskan aplikasinya di Menit

lapangan kerja serta mendiskusikan rencana

pembelajaran untuk pertmuan selanjutnya.

LEMBAR KERJA SISWA

1. Jelaskan mengapa kita harus bersikap positif terhadap kedaulatan rakyat!

2. Jelaskan mengapa rakyat harus mempunyai peran dalam Negara yang
demokratis?

3. Apaupaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan

pemerintahan yang demokratis dan bersih? sebutkan 3 buah!

4. Bagai mana sikap positif yang bisa kita lakukan terhadap system

pemerintahan di Indonesia?

Skala penilaian : bobot untuk 1 pertanyaan 25

Slaka nilai:

91-100= A ( istimewa)
80-90 = B (Baik )

70-79 = C ( cukup)

60-69 =D ( kurang)

0-59 = E ( Sangat kurang)





[image: image16.jpg]V. Alat/Bahan / Sumber Belajar :
Fasilitas-fasilitas yang dibutuhkan untuk mengajar kompetensi ini :
a. Alat dan Bahan : Ruang kelas, papan tulis,
b. Sumber Belajar : Modul dan Buku Paket

VI. Penilaian :
a. Prosedur
. Penilaian PBM
. Penilaian hasil belajar
b.  Jenis Penilaian: Tertulis

c. Alat Penilaian : Lembar Soal ( terlampir )

VII.Contoh Soal dan Kunci Jawaban
Tes objektif
Pilihlah salah satu jawaban yang benar dengan member tanda silang
(x) pada huruf a, b,c, atau d.
1. Setelah adanya amandemen UUD 1945 pasal 2 ayat 1 maka anggota

MPR dipilh secara...

a. Lansung c.. Tidak lansung

b. Perwakilan d.Voting

2. Bentuk sikap positif masyarakat terhadap kedaulatan rakyat diwujudkan

melalui.....
a. Rela berkorban
b. Prinsip-prinsip demokrasi
c. Pemilu
d. Demonstrasi
3. Sikap positif terhadap kedaulatan rakyat dapat di ejawantahkan dalam.....

a. Parpol
b. Dukungan penuh
c. Dalam mengambil keputusan

d. Dalam kehidupan sehari-hari oleh setiap warga Negara




[image: image17.jpg]4. Salah satu peran rakyat untuk mewujud tegaknya nilai-nilai demokrasi

adalah....

a. Menjaga tetap tegaknya NKRI berdasarkan Pancasila dan

UUD1945
b. Rakyat bisa ikut mencalonkan diri untuk jadi presden

c. Rakyat berbuat sebebas-bebasnya
d. Rakyat tidak mau tahu urusan Negara

5. Sikap positif terhadap system pemerintahan di Indonesia adalah. ..

a. Meningkatkan kerjasama, kegotongroyongan, dan
kesetiakawanan social.

b. Mewujudkan supremasi hokum dan pemerintahan yang bersih.

c. Penyempurnaan konstitusi dan perundang-undangan.

d. Membangun budaya toleransi antar kelompok masyarakat.

Essay :

1. Jelaskan mengapa kita harus bersikap positif terhadap kedaulatan rakyat!

2. Jelaskan mengapa rakyat harus mempunyai peran dalam Negara yang

demokratis?
3. Apa perkembangan politik Indonesia setelah runtuhnya rezim orde baru?

4. Apa upaya-upaya yang dilakukan pemerintah untuk mewujudkan

pemerintahan yang demokratis dan bersih? sebutkan 3 buah!

5. Bagai mana sikap positif yang bisa kita lakukan terhadap system

pemerintahan di Indonesia?
Jawaban Essay :

1. Karena setelah adanya amandeman UUD 1945 pasal 1 ayat 2 MPR telah
dipilih melalui pemilu, presiden dan wakil Presiden dipilih secara
lansung. Rakyat telah bebas menentukan pilihannya kepada siapa yang

mereka inginkan dan bebas untuk mengemukakan pendapat.






[image: image18.jpg]Karena rakyat mempunyai peran penting dalam menjaga pemerintahan

yang berkuasa, dan masyarakat wajib ikut serta dalam usaha pembelaan

Negara.

Diberlakukannya pemilu pada tahﬁn 1999 yang jujur dan adil dan
terbentuknya MPR/DPR sebagai produk dan hasil pemilu, serta
terpilihnya presiden dan wakil presiden secara demokratis dan transparan
oleh MPR. Selain itu, dalam rangka membargun sistem pemerintahan
politik yang demokratis dan bersih serta mempertahankan kesatuan dan
persatuan secara bersamaan.
Pemerintah mengupayakan hal- hal berikut ini:
a. Pengalaman pancasila secara konsisten dalam kehidupan
bermasyarakat berbangsa dan bernegara. ’
b. Penegakan kedaulatan rakyat dalam aspek kehidupan bermasyarakat
berbangsa dan bernegara.
c. Penyempurnaan konstitusi dan perundang-undang
Sikap positif tersebut dapat diwujudkan melalui sikap dan perilaku kita
sehari-hari berikut ini:
a. Meningkatkan ketaqwaan terhadap tuhan yang maha esa
b. Mematuhi segala peraturan yang berlaku schingga tercipta
kedisiplinan, ketertiban dan keamanaan dalam lingkungan

masyarakat kita

c. Meningkatkan kerja sama, ketongroyongan, dan kesetiakawanan

social

Format penilaian:

No | Nama Bobot pertanyaan Bobot jawaban

*
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BAB III


METODE PENELITIAN


A. Jenis Penelitian


Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Pada dasarnya penelitian ini berusaha untuk memecahkan masalah yang diselidiki dengan cara menggambarkan atau mendeskripsikan keadaan subyek atau obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang tampak sebagaimana adanya. 


Menurut Aan Djam’an dan Komariah Satori (2010: 25) mengatakan bahwa “penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan penelitian yang mengungkap situasi sosial tertentu dengan mendeskripsikan kenyataan secara benar yang dibentuk oleh kata-kata berdasarkan teknik pengumpulan dan analisis data yang relevan yang diperoleh dari situasi yang alamiah”. Sementara itu, Sudarman Danim  (2002: 41) berpendapat bahwa “penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk menjelaskan fenomena atau karakteristik individual, situasi, atau kelompok tertentu secara akurat”. 

Dengan demikian, penelitian kualitatif dengan metode deskriptif ini bertujuan untuk melakukan penelusuran dan memperoleh deskripsi terhadap fenomena yang diteliti. Berdasarkan hal tersebut, penelitian ini berusaha melakukan penelusuran dan memperoleh deskripsi tentang “Peranan Guru Pendidikan kewarganegaraan dalam membina Civic Dispositions Siswa di SMP N 6 Padang’’ 

B. Lokasi Penelitian 


Lokasi Penelitian ini adalah tempat dimana penelitian dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahap yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuan sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 6 Padang. Di SMP Negeri 6 Padang, dalam pembentukan sosial emosional siswa ke arah yang lebih baik, terlihat bahwa dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran ( RPP ) yang dibuat oleh guru PKn di SMP Negeri 6 Padang, telah mengintegrasikan nilai-nilai Civic Disposition. Selain itu, di SMP Negeri 6 Padang terdapat 2 ( dua ) orang guru pendidikan Kewarganegaraan yang bisa penulis ajak bekerja sama untuk penulis amati dalam rangka melihat peranan guru mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan dalam membina Civic Dispositions siswa .Kemudahan dalam menuju lokasi penelitian dan memperoleh data, juga menjadi salah satu pertimbangan penulis memilih SMP Negeri 6 Padang sebagai lokasi penelitian.


C. Informan Penelitian



Informan adalah orang yang dimanfaatkan atau dijadikan sumber informasi mengenai data yang diinginkan dengan permasalahan penelitian. Pemilihan informan dilakukan dengan teknik-teknik tertentu yang tujuannya adalah untuk menjaring sebanyak mungkin informasi dari berbagai macam sumber serta menggali informasi yang akan menjadi dasar dari rancangan dan teori yang akan dibangun. Informan dalam penelitian ini ditentukan secara purposive sampling, yaitu menentukan informan dengan pertimbangan tertentu yang dipandang dapat memberikan data secara maksimal. Selanjutnya data yang diperoleh sudah sesuai dengan fokus penelitian, maka proses pengumpulan data dianggap sudah selesai. Dengan demikian penelitian kualitatif tidak dipersoalkan jumlah informannya (Burhan Bungin, 2006:53-54).



Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah wakil kesiswaan Sekolah SMP Negeri 6 Padang, guru PKn yang terdapat di SMP Negeri 6, Guru BK SMP Negeri 6 Padang serta siswa-siswa kelas VII, dan  VIII, di SMP Negeri 6 Padang. 


Tabel 1.


Informan Penelitian


		No



		Nama Informan

		Jabatan



		1

		Setrial S.Pd

		Kepala Sekolah



		1

		Ermanto S,Pd Ekop

		Wakil Kesiswaan



		2

		Murniati S,Pd

		Guru PKn Kelas VIII



		3

		Ferida A.Md

		Guru PKn Kelas VII



		4

		Citra Ceria

		Guru BK



		5

		Jaka Surya Andri Lesmana

		Siswa Kelas VII1



		6

		 Andre Agasti

		Siswa Kelas VIII3



		7

		Ikke Mairita Sari

		Siswa Kelas VII2



		8

		Liya Andanisia 

		Siswa Kelas VIII1



		9

		Yuli Andriani

		Siswa Kelas VII1





D. Jenis, Sumber, Teknik dan Alat Pengumpulan Data


1. Jenis dan Sumber Data


a.  Data primer, 


yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan langsung dari informan melalui observasi dan wawancara menyangkut penerapan, pelaksanaan dan penilaian civic dispositions serta peranan guru pendidikan kewarganegaraan dalam membina civic dispositions siswa di SMP 6 Padang. 

Nilai-nilai Civic Disposition dalam penelitian ini, dilihat berdasarkan nilai-nilai Civic Dispositions yang telah tercantum dalam RPP sesuai dengan materi yang akan disampaikan. Adapun nilai-nilai Civic Disposition yang terdapat dalam materi kelas VII dan VIII tentang nilai-nilai kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab .


Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

1) Kepala Sekolah SMP N 6Padang

2) Wakil Kesiswaan SMP Negeri 6 Padang

3) Guru PKn SMP Negeri 6 Padang, dan
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Guru Bimbingan Konseling SMP Negeri 6 Padang.

5) Serta siswa-siswa SMP Negeri 6 Padang.

b. Data sekunder


Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber bacaan yang kaitannya dengan penelitian ini seperti: catatan, laporan, dokumen dan sumber pendukung lainnya.

2. Teknik dan Alat Pengumpulan Data


Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah untuk mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 2009: 224).


Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:


a. Observasi

Observasi dalam penelitian ini bertujuan untuk mengamati secara mendalam masalah yang menjadi fokus penelitian. Adapun jenis observasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi partisipatif pasif, dimana observer akan datang ke lokasi penelitian, kemudian melakukan pengamatan yang mendalam terhadap kegiatan pelaksanaan civic dispositions siswa yang dilakukan di SMP N 6 Padang tersebut. Namun dalam hal ini, observer tidak terlibat secara langsung dalam kegiatan yang dilakukan oleh guru ketika pelaksanaan pembelajaran berlangsung, tetapi observer hanya mengamati secara langsung dan mendalam mengenai kegiatan pelaksanaan civic dispositions yang dilakukan guru PKN di sekolah itu.


Adapun alat atau instrumen yang digunakan dalam teknik observasi ini adalah handy cam, dan lembaran atau format observasi.

b. Wawancara

Menurut Sugiyono (2009: 231) “wawancara merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tersebut”. Jenis wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur (structured interview). Dalam hal ini, sebelum melakukan wawancara penulis harus terlebih dahulu menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis yang alternatif jawabannya juga telah dipersiapkan. Tujuannya adalah agar pembicaraan dalam wawancara tersebut bisa terfokus pada permasalahan yang diteliti.


Adapun alat atau instrumen yang digunakan dalam teknik wawancara ini adalah:


1) Buku catatan, berfungsi untuk mencatat semua percakapan dengan sumber data atau informan penelitian.

2) Tape Recorder, Hand Phone, berfungsi untuk merekam semua percakapan atau pembicaraan selama wawancara berlangsung.

3) Camera Digital, berfungsi untuk memotret bahwasanya penulis sedang melakukan pembicaraan atau wawancara dengan informan atau sumber data.

c. Studi Dokumentasi

Hasil penelitian dari observasi dan wawancara akan lebih kredibel (dapat dipercaya) jika didukung oleh adanya studi terhadap dokumen-dokumen yang berhubungan dengan fokus permasalahan penelitian. Studi dokumentasi merupakan teknik yang digunakan untuk mendapatkan data yang berhubungan dengan masalah penelitian, yang bisa diperoleh melalui sumber dokumen, baik itu berupa tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.


Dalam penelitian ini, yang menjadi kajian utama dari teknik studi dokumentasi ini adalah berupa RPP yang telah dibuat oleh guru pendidikan  kewarganegaraan dalam membina civic dispositions siswa di SMP N 6 Padang. 


E. Uji Keabsahan Data


Untuk memeriksa keabsahan data dalam penelitian ini, maka dilakukan kegiatan sebagai berikut:


1. Triangulasi


Triangulasi dalam pengujian keabsahan data diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai cara dan berbagai waktu. Ada beberapa jenis dari triangulasi tersebut, yaitu triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data, dan juga triangulasi waktu. Namun dalam penelitian ini, jenis triangulasi yang dipakai adalah triangulasi teknik pengumpulan data.


Menurut Sugiyono (2009: 274) “Triangulasi teknik dalam menguji keabsahan (kredibilitas) data dapat dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber atau informan penelitian yang sama dengan teknik yang berbeda”. Misalnya data yang diperoleh dengan wawancara, akan dicek kembali kebenarannya dengan teknik observasi dan studi dokumentasi. Bila dengan tiga teknik pengujian keabsahan data tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda, maka akan dilakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang bersangkutan, tujuannya adalah untuk memastikan data mana yang dianggap benar, sehingga data yang diperoleh benar-benar data yang sudah jenuh.


2. Meningkatkan Ketekunan


Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Meningkatkan ketekunan bertujuan untuk melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan sudah benar atau masih ada yang salah. Selain itu, uji keabsahan data jenis ini juga berfungsi dalam memberikan deskripsi data yang akurat dan sistematis tentang masalah apa yang diamati.


F. Teknik Analisis Data 


Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman (Sugiyono, 2009: 246) mengemukakan bahwa “aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh”. Aktivitas dalam analisis data kualitatif menurut Miles dan Huberman ini terdiri atas:


1. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses berfikir yang sensitif yang memerlukan kecerdasan, keluasan, dan kedalaman wawasan yang tinggi. Data yang diperoleh di lapangan jumlahnya cukup banyak, maka perlu dicatat secara teliti dan rinci, untuk kemudian dilakukan analisis data melalui reduksi data. Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, untuk di cari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah penulis untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. 


2. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data.Dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Dengan penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut. 

3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten, maka saat penulis kembali ke lapangan mengumpulkan data, kesimpulan yang dikemukakan tadi merupakan kesimpulan yang kredibel.


Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan tersebut dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. 

BAB IV

TEMUAN DAN PEMBAHASAN


A. Temuan Umum

1. Letak dan Lokasi SMP Negeri 6 Padang

SMP Negeri 6 Padang adalah salah satu lembaga pendidikan tingkat menengah pertama, Sekolah ini terletak di Jalan Karya Bhakti ABRI Kel. Pengambiran Ampalu Nan XX Kec Lubuk Begalung Kota Padang. 

a. Profil SMP N 6 Padang


NPSN



: 10303495

NSS



: 201086103006 


Nama Sekolah


: SMP Negeri 6 Padang 


Alamat
: JL. Karya Bakti ABRI Pengambiran Ampalu XX     Kecamatan Lubuk Begalung Padang.

Telepon/HP/Fax


:( 0751) 7055139

Nama Kepala Sekolah


: Setrial . S.Pd


Status Sekolah


: Negeri

Akreditasi Sekolah


:  B

Tahun Beroperasi


: 1985

Status Sekolah :

		Kepemilikan

		:

		Milik Sendiri



		N.I.S

		:

		 200060



		            Nomor Sertifikat

		              :

		             101011.08.11



		Luas Bangunan

		:

		2671 M2



		Luas Pekarangan

		:

		 2567 M2





2. Visi dan Misi SMP  Negeri 6 Padang


1. Visi dan misi


Visi :


1) Meningkatkan mutu pengelolaan sekolah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS)


2) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan poses belajar mengajar


3) Meningkatkan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan program pendidikan


4) Meningkatkan efekifitas kegiatan pembinaan kesiswaan


5) Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan di bidang keagamaan

Sedangkan 


2. Misi :


1) Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal, sesuai dengan potensi yang dimiliki.


2) Menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah


3) Mendorong dan membantu setiap siswa untuk mengenali potesi dirinya sehingga dapat berkembang secara optimal


4) Menumbuhkan dan mendorong keunggulan dalam penerapan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.


5) Menumbuhkan penghayatan terhadap ajaran agama yang dianut dan budaya bangsa sehingga terbangun siswa yang kompeten dan berakhlak mulia.


6) Mendorong lahirnya lulusan yang berkualitas, berprestasi, berakhlak tinggi dan bertaqwa pada Tuhan Yang Maha Esa

Dari beberapa  visi misi diatas dapat dilihat bahwa SMP Negeri 6 Padang berupaya membentuk sekolah yang Meningkatkan mutu pengelolaan sekolah berdasarkan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), Meningkatkan efektifitas penyelenggaraan poses belajar mengajar, Meningkatkan sarana prasarana penunjang penyelenggaraan program pendidikanMeningkatkan efekifitas kegiatan pembinaan kesiswaan dan dapat menumbuhkan semangat keunggulan secara intensif kepada seluruh warga sekolah.

3. Sarana dan Prasarana Sekolah

Fasilitas serta sarana dan prasarana merupakan komponen penunjang berjalannya pendidikan dan proses belajar mengajar. Di SMP Negeri 6 Padang ini ada beberapa fasilitas serta sarana prasarana, dapat dilihat dalam tabel berikut ini:

Tabel 2

Fasilitas Sekolah


		No

		Fasilitas

		Jumlah



		1

		Kelas Teori

		25 Ruangan



		2

		Labor Komputer

		1 Ruangan



		3

		Labor IPA

		1 Ruangan



		4

		Pustaka

		1 Ruangan



		5

		UKS

		1 Ruangan



		6

		OSIS

		1 Ruangan



		7

		Majelis Guru

		1 Ruangan



		8

		Bimbingan dan Konseling

		1 Ruangan



		9

		Kantin

		1 Ruangan



		10

		Mushala

		1 Ruangan





(Sumber : Tata Usaha SMPN 6 Padang)


Selain itu, SMP Negeri 6 Padang memiliki sarana dan prasarana sekolah yang dapat dimanfaatkan untuk keperluan pembelajaran dan lain-lain. Sarana prasarana tersebut antara lain.

Tabel 3

Sarana Sekolah


		No

		Sarana

		Jumlah



		1

		Internet / Schoolnet

		1 Unit



		2

		Komputer PC Kantor

		4 Unit



		3

		Komputer PC Labor

		10 Unit



		4

		LCD Proyektor

		2 Unit



		5

		Over Head Proyektor

		2 Unit



		6

		Laptop / Notebook 


		1 Unit



		7

		Televisi Edukasi

		2 Unit



		8

		DVD/VCD Player

		1 Unit





(Sumber : Tata Usaha SMP N 6 Padang)
 

4. Ketenagaan Sekolah

SMP Negeri 6 Padang memiliki guru pengajar yang sesuai dengan bidangnya seperti yang dirincikan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 4

Ketenagaan Guru


		No

		Mata Pelajaran

		Jumlah Guru






		1

		Pendidikan Agama Islam

		2 orang



		2

		Pendidikan Kewarganegaraan

		2 orang



		3

		Bahasa Indonesia

		2 orang



		4

		Bahasa Inggris

		4 orang



		5

		Matematika

		4 orang



		6

		Fisika

		3 orang



		7

		Biologi

		3 orang



		8

		Kimia

		2 orang



		9

		Sejarah

		3 orang



		10

		Geografi

		3 orang



		11

		Ekonomi

		3 orang



		12

		Sosiologi

		3 orang



		13

		Seni Budaya

		2 orang



		14

		Penjaskes

		2 orang



		15

		TIK

		2 orang



		16

		Bahasa Arab

		2 orang



		17

		Bahasa Jepang

		1 orang



		18

		Bimbingan Konseling

		2 orang



		19

		Mulok Baca Tulis Al-Quran

		1 orang





(Sumber : Tata Usaha SMP N 6 Padang)


Selain itu gambaran umum tentang struktur organisasi dan personalia SMP Negeri 6 Padang dapat dilihat dalam bagan di bawah ini:


Gambar 2

Struktur organisasi sekolah





























(Sumber : Tata Usaha SMP N 6 Padang)

B. Temuan Khusus


Dalam bagian ini, peneliti akan mendiskripsikan data yang diperoleh dari penelitian yang telah dilakukan. Deksripsi data yang dimaksud adalah gambaran dari fakta, data-data, ataupun beragam informasi yang peneliti peroleh selama melakukan penelitian, yaitu berupa temuan yang diperoleh melalui pendekatan-pendekatan yang berpegang pada kerangka berfikir dan metode yang diakui oleh prinsip-prinsip keilmuan. Di dalam penelitian ini penulis melakukan observasi (pengamatan) dan juga wawancara untuk mengetahui lebih dalam tentang peranan guru PKn dalam membina civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Bapak Setrial S.Pd Ermanto, S.Pd Ekop, Ibu Ferida AMd, Ibu Muryati S.Pd. dan juga siswa-siswi SMP Negeri 6 Padang. Sesuai dengan rumusan masalah, maka penjabaran yang diperoleh selama melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Deskripsi  Civic Dispositions Oleh Guru Pendidikan Kewarganegaraan 

Terkait dengan perencanaan yaitu RPP yang dibuat oleh guru pendidikan kewarganegaraan bahwa nilai-nilai Civic Dispositions itu telah tersurat nilai-nilai Civic Dispositions, dan dapat dilihat melalui tabel dibawah ini.


		Nilai-nilai Karakter

		Nilai-nilai Civic Dispositions 



		Relegius 

		Disiplin 



		Jujur 

		Jujur 



		Toleransi 

		Tanggung jawab 



		Disiplin 

		



		Kerja keras 

		



		Kreatif 

		



		Mandiri 

		



		Demokratis 

		



		Rasa ingin tahu

		



		Semangat kebangsaan 

		



		Cinta Tanah air

		



		Menghargai prestasi

		



		Bersahabat / komunikatif

		



		Cinta damai

		



		Gemar menbaca

		



		Peduli lingkungan

		



		Peduli sosial

		



		Tanggung jawab

		





a. Perencanaan 

 Untuk mengetahui secara mendalam bagaimana perencanaan guru PKn dalam membina civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang dapat dilihat dari temuan data yang diperoleh melalui wawancara dan juga observasi langsung yang dilakukan oleh peneliti. Berikut penjabarannya.

Sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan informan penelitian, yakni Ibu Ferida,  dan Ibu Murniati, diperoleh 

bahwasanya dalam melakukan perencanaan, guru PKn pada perencanaan pembelajaran sudah mengintegrasikan nilai-nilai civic disposition dalam RPP yang mereka buat. Namun dalam perencanaan pembelajaran yang mereka buat melalui pencantuman tersurat terkait melalui nilai-niai civic dispositions yang diharapkan . jadi dalam RPP yang mereka buat itu memang belum ada bagian khusus untuk mengintegrasikan nilai-nilai Civic Dispositions tersebut Contohnya, untuk materi kelas VII mengenai Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat guru memasukkan nilai-nilai civic disposition dalam pembelajaran yakni nilai-nilai tanggung jawab.  Dimana nilai tanggung jawab ini juga telah ada dalam budaya karakter bangsa yang telah saya contohkan.

Hal ini sejalan dengan pendapat ibu Murniati yang mengatakan bahwa:


Kami selaku guru PKn dan terutama saya sendiri sudah memasukkan nilai-nilai civic disposition  ke dalam RPP yang saya buat, dimana nilai-nilai civic disposition tersebut sudah termasuk dalam nilai-niai civic disposition yang diharapkan  yang telah saya cantumkan di dalam RPP tersebut. Contohnya nilai-nilai kejujuran yang saya integrasikan dalam materi kelas VIII tentang Makna Kedaulatan Rakyat. Dan saya berupaya menyampaikan nilai-nilai civic disposition tersebut kepada siswa. 


Dalam hal ini nilai-nilai Civic Dispositions tersebut memang tidak mencantumkan secara terurai. Dalam RPP, namun telah ada di dalam nilai-nilai civic disposition  yang dicantumkan oleh guru Pkn dalam rencana pelaksanaan pembelajaran. Jadi guru tidak menempatkan nilai-nilai Civic Dispositions itu di tempat yang khusus dalam RPP tersebut seperti halnya nilai-nilai civic disposition. Dengan adanya integrasi nilai-nilai civic disposition dalam RPP yang telah disusun oleh guru, maka dalam proses pembelajaran yang berlangsung tidak hanya fokus pada pemberian materi saja. Guru harus mengimplementasikan nilai-nilai civic disposition tersebut dalam pembelajaran yang tengah berlangsung. Jadi, dalam proses pembelajaran di kelas, guru akan berupaya menanamkan nilai-nilai civic disposition kepada siswa, sebagaimana yang telah tersurat di dalam rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru, yaitu RPP. 

Hal senada juga disampaikan oleh Ibu Ferida, guru PKn Kelas VII SMP Negeri 6 Padang, dalam wawancara pada hari Rabu tanggal 12 Maret 2014, mengatakan bahwa :


Di dalam RPP saya sudah memasukkan nilai-nilai civic disposition, walaupun nilai-nilai Civic Dispositions itu tidak ditempatkan pada bagian tersendiri di dalam RPP tersebut, karena sudah mencakup dalam nilai-nilai civic disposition yang diharapkan yang saya cantumkan, namun nilai-nilai Civic Dispositions tersebut tetap saya terapkan ketika saya mengajar.

Pada dasarnya dalam RPP yang telah dibuat oleh guru, telah diintegrasikan nilai-nilai civic disposition didalamnya, dalam RPP itu telah tersurat nilai-nilai Civic Dispositions. Melalui hal ini ada berlangsung dalam pembelajaran yang sedang berlangsung. Jadi, ketika pembelajaran di kelas, guru tidak hanya fokus pada penyampaian materi saja, tapi melalui materi tersebut juga akan ditanamkan nilai-nilai civic disposition seperti sikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab kepada siswa.

Terkait dengan itu Bapak Setrial selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 6 Padang membenarkan bahwa RPP yang telah dibuat oleh guru PKn memang sudah tersurat nilai-nilai Civic Dispositions didalamnya. Dalam wawancara pada hari Kamis, 13 Maret 2014 beliau mengatakan bahwa :

Sewaktu saya akan menandatangani RPP yang dibuat oleh guru PKn, maka terlebih dahulu saya akan mengecek kelengkapan RPP tersebut, dan pada saat saya memeriksanya, saya melihat ada nilai-nilai civic disposition di dalam RPP tersebut. Hal ini memperlihatkan bahwa guru PKn ada berupaya menanamkan nilai-nilai civic disposition tersebut kepada siswa, contohnya nila-nilai tanggung jawab dan kejujuran. Hal ini berarti telah adanya usaha guru dalam menanamkan nilai-nilai Civic Dispositions itu kepada siswa.


Dari hasil wawancara peneliti terhadap informan penelitian tersebut, maka dapat dilihat bahwa secara umum nilai-nilai Civic Dispositions yang dimasukkan dalam RPP itu telah ada di dalam nilai-nilai civic disposition  yang duharapkan dalam RPP tersebut. Karena didalam nilai-nilai civic disposition  terdapat nilai-nilai disiplin, nilai-nilai tanggung jawab dan nilai-nilai kejujuran. Walaupun tidak semua nilai-nilai civic disposition tersebut bisa diterapkan selama pembelajaran berlangsung, namun telah tampak adanya usaha guru dalam menerapkan nilai-nilai civic disposition yang dimulai dengan memasukkan nilai-nilai civic disposition dalam perencanaan pembelajaran yang disusun oleh guru. Jadi, dalam pembelajaran di kelas guru tidak hanya akan fokus pada penyampaian materi saja. 

Dari hasil analisis RPP yang dibuat oleh guru PKn di SMP N 6 Padang itu terlihat bahwa nilai-nilai Civic Dispositions itu  ada tersurat di dalam RPP itu sendiri. Di dalam RPP itu memang tidak ada bagian khusus mengenai nilai-nilai Civic Dispositions dalam pembelajaran, namun nilai-nilai Civic Dispositions itu telah tersurat di dalam nilai-nilai Civic Dispositons yang diharapkan yang telah dicantumkan oleh guru dalam RPP  tersebut. Nilai-nilai Civic Dispositions tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Civic Dispositions yang diharapkan,yang dicantumkan dalam RPP, seperti nilai-nilai disiplin ,nilai-nilai tanggung jawab dan nilai-nilai kejujuran.

Adapun nilai-nilai Civic Dispositions yang dicantumkan guru dalam RPP tersebut disesuaikan dengan materi yang akan diajarkan, contohnya dalam pembelajaran kelas VII yaitu tentang kemerdekaan mengemukakan pendapat, dan kelas VIII yaitu tentang makna kedaulatan rakyat. Jadi dalam pembelajaran yang berlangsung  ada penanaman nilai-nilai Civic Dispositions tersebut kepada siswa yang tersurat melalui nilai-nilai Civic Dispositions tadi.

b. Penerapan 

Dalam hasil penelitian yang saya lakukan di SMP N 6 Padang, terlihat bahwa di dalam kelas itu guru terlihat cendrung mengunakan metode ceramah bervariasi dan sesekali mengunakan metode tanya jawab ataupun diskusi dengan siswa. Misalnya tentang mengemukakan pendapat, pertama-tama guru menjelaskan cara-cara mengemukakan pendapat itu seperti apa, lalu kemudian guru bertanya kepada siswa, kira-kira dalam kasus sehari-hari apa contohnya dan bagaimana mereka mengeluarkan pendapatnya dengan benar, supaya diterima oleh orang lain, dan begitupun sebaliknya kita bisa menerima kalau seandainya pendapat kita tidak sesuai dengan pendapat orang lain. 


Di SMP N 6 Padang media yang sering digunakan yaitu papan tulis, dan sesekali guru itu mengunakan media kertas karton yang dihiasi ganbar-gambar agar supaya siswa lebih mudah menangkap pelajaran yang di ajarkan oleh guru tersebut.

Berdasarkan RPP yang telah dibuat oleh guru PKn, dimana dalam RPP tersebut tersurat nilai-nilai civic disposition di dalamnya, maka dalam pembelajaran yang berlangsung ada terdapat nilai-nilai Civic Dispositions seperti nilai disiplin, tanggung jawab dan kejujuran. Dari  pengamatan yang dilakukan oleh peneliti, peneliti melihat sudah adanya penerapan nilai-nilai civic disposition dalam pembelajaran PKn yang tengah berlangsung di kelas, meskipun hanya dengan menggunakan metode ceramah. 


Selama observasi yang peneliti lakukan, baik di kelas VII maupun kelas VIII, penulis melihat sebelum proses pembelajaran dimulai guru terlebih dahulu mempersiapkan suasana kelas agar menjadi kondusif ketika pembelajaran berlangsung. Selain itu, peneliti juga mengamati bahwa dalam menyampaikan materi pelajaran guru lebih banyak menggunakan metode ceramah dengan sesekali memberikan beberapa contoh kasus kepada siswa dan meminta siswa untuk menanggapinya. 

Pada tanggal 12 dan 13 Maret 2014,  peneliti melakukan pengamatan di kelas VII dan VIII, diantaranya VII1, VIII3, dimana guru PKn yang mengajar di kelas VII1 tersebut, yaitu Ibu Ferida, yang memberikan materi tentang Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat dan kelas VIII3 yang diajar oleh Ibu Murniati yang juga memberikan materi terkait Makna Kedauatan Rakyat. Dalam pengamatan ini, peneliti mengamati guru dalam menerapkan nilai-nilai civic disposition yang telah tersurat di dalam RPP pada saat proses pembelajaran berlangsung. 


Adapun nilai-nilai civic disposition yang terdapat dalam materi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat yakni berupa penanaman sikap tanggung jawab. Penerapan nilai civic disposition berupa sikap tanggung jawab yang dilakukan oleh guru, terlihat pada awal guru menyampaikan pembelajaran. Di awal pembelajaran guru terlebih dahulu menyinggung tentang hal-hal di dalam kelas yang berkaitan dengan sikap tanggung tanggung jawab. Yakni guru bertanya tentang siapa saja siswa yang piket pada hari itu, apakah siswa sudah menjalankan tugas piketnya dengan baik atau belum. Dan ternyata pada hari itu ada salah satu siswa yang tidak menjalankan tugas piketnya dengan sebagai mana mestinya, maka guru memanggil siswa yang bersangkutan dan menanyakan kenapa dia tidak menjalankan tugas piketnya. Pada awal pembelajaran tersebut guru menyinggung tentang pentingnya rasa tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari, bahwasanya rasa tanggung jawab tersebut sangatlah penting dan harus di didik semenjak dini. Melalui penyampaian tersebut guru berusaha untuk menanamkan nilai civic disposition berupa sikap tanggung jawab, agar para siswa tidak lagi melalaikan tugasnya dan lebih memahami apa saja tugas dan tanggung jawabnya sebagai seorang siswa. 


Implementasi nilai civic disposition berupa sikap tanggung jawab  dalam proses pembelajaran terlihat pada saat guru memberikan penjelasan mengenai pengertian kemerdekaan mengemukakan pendapat yang disertai dengan beberapa contoh kasus. Guru mengangkat contoh kasus tentang aksi demo yang menimbulkan kerusuhan yang merupakan salah satu contoh sikap tidak bertanggung jawab. Melalui contoh kasus guru meminta tanggapan siswa terkait pandangan mereka terhadap aksi demontrasi yang menimbulkan kerusuhan tersebut. Beberapa siswa memberikan tanggapan yang tidak jauh berbeda, dimana mereka memiliki pendapat yang sama bahwa aksi demontrasi yang menimbulkan kerusuhan merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab. Ada juga siswa yang menjawab, berpastisipasi aksi demontrasi untuk menyampaikan pendapat pada pemerintah, tapi melalui aksi demonstrasi yang damai. Ketika guru mengemukakan contoh aksi demonstarsi yang ricuh, secara serentak siswa menyatakan tidak setuju terhadap aksi tersebut karena hanya akan menimbulkan banyak kerugian. Dalam hal ini, tampak usaha guru dalam menanamkan sikap tanggungjawab kepada siswa, agar siswa tidak hanya tahu akan haknya saja, tapi juga harus melaksanakan kewajibannya dengan tanggungjawab. 


Setelah mendangar pendapat dari beberapa siswa, maka guru kembali memberikan penekanan kepada siswa bahwa aksi demontrasi yang menimbulkan kerusuhan merupakan sikap yang tidak bertanggung jawab karena hal tersebut dapat berdampak buruk terhadap orang lain. Kalaupun ingin melakukan aksi demontrasi, hal ini dibolehkan asalkan tidak menimbulkan kerusuhan dan pengrusakkan.  Selain itu, terlihat di akhir pembelajaran guru memberikan tugas kepada siswa. Dengan tugas tersebut, diharapkan akan melatih rasa tanggungjawab siswa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. 


Selain itu peneliti juga melakukan pengamatan di kelas VIII3, yang diajar oleh Ibu Murniati, yang menyampaikan materi tentang Makna Kedaulatan Rakyat. Implementasi nilai civic disposition berupa sikap jujur  dalam proses pembelajaran terlihat pada saat guru memberikan materi, guru berupaya menegaskan kepada siswa tentang keutamaan sikap jujur tersebut. nilai civic disposition berupa sikap jujur dalam proses pembelajaran juga terlihat pada saat guru memberikan penjelasan mengenai pemegang kekuasaan pemerintahan yang dibentuk melalui pemilihan umum (PEMILU), dimana PEMILU tersebut diselenggarakan dengan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Guru mengangkat contoh tentang kasus kecurangan dalam pemilu dimana ada terdapat berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tersebut, diantara menyangkut tentang penghitungan suara yang dinilai direkayasa oleh beberapa oknum yang memiliki kepentingan tertentu. Padahal dalam pemilu sikap jujur tersebut sangatlah penting, baik itu menyangkut penyelenggaran oleh aparat pemerintah, peserta pemilu, pengawas, pemantau, pemilih serta semua pihak yang terkait harus bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan perundang-undangan, agar pemilu tersebut bisa berlangsung dengan baik. Melalui contoh kasus guru meminta tanggapan siswa terkait pandangan mereka terhadap kasus kecurangan pemilu tersebut. Beberapa siswa memberikan tanggapan yang tidak jauh berbeda, dimana mereka memiliki pendapat yang sama bahwa kecurangan dalam pemilu merupakan tindakan yang tidak jujur dan harus mendapat hukuman yang tegas. Setelah mendangar pendapat dari beberapa siswa, maka guru kembali memberikan penekanan kepada siswa bahwa sikap tindakan kecurangan dalam pemilu merupakan sikap yang tidak jujur karena dapat merugikan pihak lain. 


Berdasarkan wawancara dengan bapak Setrial selaku kepala sekolah beliau mengatakan:


Dari yang saya lihat pada saat pembelajaran PKn, guru sudah menerapkan nilai-nilai civic dispositions yang tersurat di dalam RPP, melalui pembelajaran .begitu juga diluar pembelajaran PKn guru-guru lain juga memiliki tanggung jawab untuk menanamkan nilai-nilai civic dispositions tersebut kepada siswa karena nilai-nilai civic dispositions merupakan nilai-nilai yang universal di berikan kepada siswa. 


Terkait dengan penerapan nilai-nilai civic disposition dalam proses pembelajaran yang berlangsung, Ibu Ferida, selaku guru PKn kelas VII SMP Negeri 6 Padang, dalam wawancara pada hari jumat 14 Maret 2014 mengatakan bahwa :


Saat proses pembelajaran di kelas, saya berusaha untuk menerapkan nilai-nilai civic disposition  kepada siswa melalui materi yang diajarkan pada saat itu. Melalui metode ceramah, sesekali saya melemparkan beberapa pertanyaan ataupun contoh kasus kepada siswa untuk melihat bagaimana siswa dapat mengambil sikap mengenai contoh kasus yang berkaitan dengan materi yang saya ajarkan.   



Terkait dengan penerapan nilai civic dispositions tersebut ibuk citra selaku guru BK juga mengemukakan beliau mengatakan pendapat yang serupa beliau mengatakan:


Penerapan nilai-nilai civic dispoditions dalam pembelajaran bukan hanya menjadi tanggung jawab guru PKn saja. Tetapi juga merupakan tanggung jawab semua guru. Karena nilai kejujuran tanggung jawab dan disiplin tersebut merupakan nilai sikap yang utama dan harus dimiliki oleh setiap siswa. Untuk itu pembinaannya menjadi tanggung jawab semua guru. Namun guru PKn memilki peranan khusus dalam menanamkan nilai tersebut. Dan dari yang tampak selama ini guru PKn di SMP N 6 Padang ini sudah berupaya mengembangkan nilai-nilai tersebut dengan baik dan menanamkan nilai-nilai tersebut dengan baik, baik dalam pembelajran maupun diluar pembelajaran.                                

Implementasi nilai-nilai Civic Dispositions dalam proses pembelajaran yang berlangsung, dilakukan guru melalui beberapa contoh kasus yang dipaparkan selama proses pembelajaran. Dari contoh kasus tersebut guru akan melihat bagaimana siswa mengambil sikap dengan menerapkan nilai-nilai civic disposition didalamnya. Pendapat tersebut tidak jauh berbeda dengan apa yang di ungkapkan oleh Jaka Surya Andri Lesmana, salah seorang siswa kelas VII1,  pada wawancara hari Sabtu tanggal 15 Maret 2014, yang mengatakan :


Waktu menyampaikan materi di kelas, guru sering memasukkan unsur-unsur nilai civic disposition. Biasanya guru akan mengemukakan beberapa peristiwa yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari, baik disekolah maupun sirumah dan menghubungkannya dengan nilai-nilai civic disposition. 


Senada dengan itu Andre Agasti siswa kelas VIII3 mengatakan bahwa:


Pada saat belajar PKn guru ada memberikan penjelasan tentang nilai civic dispositions, baik dalam pembelajaran meupun saat guru memberikan nasehat pentingya dalam bersikap jujur, disiplin dan bertanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari.


Selanjutnya ikke mairita sari siswa kelas VII Mengatakan bahwa:


Saat ibu menerangkan pembelajaran ada dimasukkan nilai civic dispositions seperti nilai kejujuran , tanggung jawab dan terutama nilai-nilai disiplin dalam pembelajaran. Karena disiplin sangat perlu kita tanamkan dalam diri sendiri.


Dalam kesempatan yang sama liya andanisia dan Yuli Andriani juga mengatakan bahwa:


Guru meneragkan pembelajaran pada awal pembelajaran guru memberikan penjelasan tentang nilai-nilai civic dispositions dan megatakan bahwa nilai civic dispositions ini penting ditanamkan dalam kehidupan kita , makanya setiap orang wajib memiliki nilai-nilai civic dispositions tersebut di dalam dirinya.(wawancara dengan Liya Andasia)


Saat pembelajaran PKn guru ada menanamkan nilai civic disposition waktu menerangkan pembelajaran. Terutama nilai kejujuran, yang selalu disinggung ibuk guru kalau bersikap jujur itu penting dan wajib kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. (wawancara dengan Yuli Andriani)

Hal tersebut juga dipertegas oleh Ibu Murniati, dalam wawancara hari Senin, tanggal 17 Maret 2014 yang mengatakan bahwa :


Dalam setiap pembelajaran di kelas, saya akan selalu menanamkan nilai-nilai civic disposition kepada siswa. Misalnya dengan meberikan pengarahan atau nasehat-nasehat tentang manfaat sikap jujur, tanggung jawab atau disiplin tersebut kepada siswa. Ataupun saya juga memberikan contoh-contoh kasus terkait nilai-nilai civic disposition tersebut. Setelah saya menyampaikan contoh-contoh kasus tersebut, saya akan meminta tanggapan siswa terkait kasus yang saya paparkan.. Di dalam penyampaian materi pun saya berusaha mengajak siswa untuk bersikap jujur, bertanggung jawab dan disiplin, serta memberikan keteladanan dalam berbicara, bersikap dan bertindak, serta senantiasa memberikan motivasi kepada peserta didik tentang manfaat bersikap sesuai dengan nilai-nilai civic disposition tersebut.

Dari hasil wawancara tersebut, maka peneliti dapat melihat, bahwa dalam proses pembelajaran yang berlangsung adanya penerapan nilai-nilai civic disposition yang dilakukan oleh guru, baik itu melalui contoh kasus yang dekemukakan oleh guru, maupun melalui pemberian nasehat-nasehat yang mengandung nilai-nilai civic dispositionr. Dari contoh kasus yang dikemukakan oleh guru, maka guru berusaha memberikan penekanan mana sikap  yang baik dan mana yang tidak, sehingga diharapkan siswa dapat mengamalkan nilai-nilai civic disposition  tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari.

c. Penilaian Guru PKn dalam Membina Civic Disposition Siswa di SMP Negeri 6 Padang 

Dalam rangka penerapan nilai-nilai civic disposition, tentu menjadi suatu hal yang penting untuk melihat bagaimana guru juga memasukkan  nilai-nilai civic disposition dalam penilaian yang dilakukan. Maka dalam hal ini peneliti berusaha mengamati penilaian yang dilakukan oleh guru, apakah guru mempertimbangkan nilai-nilai civic disposition dalam proses penilaian yang berlangsung. 


Dalam hal penilaian yang dilakukan oleh guru, peneliti dapat mengamati bahwa dalam memberikan penilaian guru tidak hanya focus pada penguasan materi oleh siswa saja. Hal ini terlihat, saat guru meminta tanggapan siswa terkait kasus-kasus yang dikemukakan oleh guru. Melalui tanggapan tersebut, guru akan melihat bagaimana siswa menerapkan nilai-nilai civic disposition dalam jawaban yang mereka kemukakan. Guru juga melihat bagaimana siswa mengambil sikap dalam bentuk tanggapan-tanggapan yang mereka berikan saat guru mengajukan beberapa contoh kasus yang berkaitan dengan materi yang tengah diajarkan. 


Berikut adalah contoh bentuk penilaian yang dilakukan oleh guru dengan melakukan penilaian pengamatan (performance) pada saat siswa melakukan diskusi kelompok di kelas VII2 Dengan materi kemerdekaan mengemukakan pendapat.


Format Lembar Pengamatan (Penilaian Afektif)


Terhadap Perilaku Berdiskusi


		No.

		Nama Siswa

		Indikator Perilaku yang Dinilai

		Nilai Siswa



		

		

		Tanggung


Jawab

		Kerja


sama

		Kedisiplinan


dalam diskusi

		Keberanian


berpendapat

		Peduli


terhadap


tugas

		Kerja


Keras

		



		1.

		Abibil Irsyad

		V

		

		v

		v

		v

		

		4



		2.

		Ajeng Kurniati

		

		v

		v

		

		v

		V

		4



		3.

		Anggi Wahyuni

		V

		v

		v

		v

		v

		V

		6



		4.

		Boni Marvel

		v

		

		v

		v

		v

		V

		5



		5.

		Berri Oktavian

		v

		v

		v

		v

		

		V

		5



		6.

		Cici Havizah

		v

		v

		v

		v

		v

		V

		6



		7.

		Candra Agusman

		

		v

		v

		v

		v

		

		4



		8.

		Erika Amelia

		v

		

		v

		v

		v

		V

		5



		9.

		Endang Sagita

		v

		v

		v

		v

		

		V

		5



		10.

		Erisky Hardijeniko

		v

		

		v

		v

		v

		V

		5



		11.

		Genius

		v

		v

		v

		v

		v

		V

		6



		12.

		Gilang Darmawan

		v

		v

		

		

		v

		V

		4



		13.

		Geofanny S. William

		v

		v

		v

		v

		

		V

		5



		14.

		Ikke Mairita sari

		v

		v

		v

		v

		v

		V

		6



		15.

		Inne Maretha

		v

		v

		v

		

		v

		V

		5



		16.

		Iche Dwika Yanti

		v

		v

		v

		v

		v

		V

		6



		17.

		Kesmanto 

		v

		

		v

		

		v

		V

		4



		18.

		Mutia Rahmi

		v

		

		v

		v

		v

		V

		5



		19.

		Mayang Asgenisia

		v

		v

		v

		v

		v

		V

		6



		20.

		Yolanda Betria

		v

		

		v

		v

		v

		V

		5





Keterangan:


Sangat baik
: 6

Baik

: 5

Cukup baik
: 4

Kurang baik
: 3

Dari tabel penilaian di atas dapat dilihat bahwa guru PKn dalam melakukan penilain berusaha mempertimbangkan semua unsur penilaian termasuk juga penilaian terhadap nilai civic disposition siswa. Dimana dalam tabel pengamatan tersebut guru memasukkan nilai bertanggung jawab dan disiplin sebagai salah satu unsur penilaian yang dilihat pada saat siswa melakukan diskusi kelompok.

Mengenai penilaian yang dilakukan oleh guru PKn, Ibu Ferida selaku guru PKn untuk kelas VII, dalam wawancara pada hari Senin tanggal 17 Maret 2014, mengatakan bahwa :

Nilai-nilai civic disposition itu lebih kepada sebuah penanaman untuk pembentukan sikap, oleh karena itu dalam penilaian yang dilakukan pun akan terdapat pertimbangan terkait nilai-nilai civic disposition yang dimiliki oleh siswa. Pada dasarnya, nilai akhir yang terdapat dalam rapor siswa, bukan lah nilai mentah dari hasil ujiannya saja, melainkan nilai tersebut sudah diolah dengan memperhatikan sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Selain itu penilaian dalam PKn terdiri dari penilaian acuan patokan dan penilaian acuan norma. Dalam acuan patokan guru menilai berdasarkan standar penilaian yang telah ditetapkan, sedangkan dalam acuan norma, penilaian yang dilakukan berdasarkan sikap dan moral yang dimiliki oleh siswa. 


Sebagai bagian dari pembentukkan sikap mental positif dalam penerapan nilai-nilai civic disposition, maka penilaian dalam proses pembelajaran PKn juga harus mempertimbangkan aspek nilai-nilai civic disposition. Selain itu, penilaian dalam PKn juga terdapat penilaian yang dilakukan berdasarkan sikap dan moral yang dimiliki oleh siswa. Jadi, dalam penilaian yang dilakukan oleh guru, tidak hanya fokus pada sejauh mana siswa mampu menguasai materi dengan baik, tapi juga akan dilihat bagaimana sikap dan moral yang dimiliki siswa yang terlihat selama proses pembelajaran berlangsung. Senada dengan hal tersebut, dalam wawancara pada hari selasa tanggal 18 Maret 2014, Ibu Murniati juga mengatakan bahwa :


Saya dalam melakukan penilaian, selalu mempertimbangkan nilai-nilai civic disposition yang dimiliki oleh siswa. Misalnya, seorang siswa yang hasil ujiannya rendah, tapi saya melihat bahwa siswa tersebut bersikap janggung jawab, serta selalu disiplin, maka nilai siswa tersebut akan saya tambah dengan melihat sikapnya. Selain itu, didalam rapor siswa juga terdapat nilai afektif dan psikomotor, yang berarti penilaian terhadap siswa tidak hanya focus pada penguasaan materinya saja, tapi juga harus mempertimbangkan sikap siswa tersebut. 

Berdasarkan wawancara tersebut, maka dapat dilihat bahwa dalam penilaian yang dilakukan oleh guru, guru telah mempertimbangkan nilai-nilai civic disposition yang dimiliki oleh siswa. Dalam penilaian tersebut, guru juga akan melihat, bagaimana sikap siswa setelah adanya penanaman nilai-nilai civic disposition yang dilakukan oleh guru. Penerapan  nilai-nilai civis disposition  dalam penilaian, juga dapat dilihat di dalam rapor siswa, dimana nilai yang dicantumkan tidak hanya nilai kognitif saja, melainkan juga terdapat penilaian untuk aspek afektif dan psikomotor. Hal ini dilakukan karena pada dasarnya pendidikan yang baik adalah pendidikan yang seimbang antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor, dimana siswa tidak hanya mampu menguasai materi pelajaran dengan baik, tapi siswa juga akan mampu menerapkan materi tersebut dalam kehidupan sehari-hari dalam bentuk nilai-nilai civic dispositions yang ditanamkan oleh guru.

2. Peranan Guru PKn Dalam Membina Civic Dispositions Siswa Di SMP Negeri 6 Padang.

Civic Dispoitions merupakan sikap dan kebiasaan berfikir warga negara yang menopang yang berkembangnya fungsi sosial yang sehat dan jaminan kepentingan umum dari sistem demokrasi. Civic Dispositions mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, yakni kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya. Sedangkan peranan guru merupakan posisi dan kedudukan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas dimana dalam  hal tersebut menimbulkan tanggung jawab dan amanah. 


Selain itu di peranan guru dalam membina Civic Dispositions itu di ajarkan kepada siswa-siswa. Secara garis besar siswa itu lebih paham tentang nilai-nilai karakter, di mana di dalam nilai-nilai karakter itu sendiri telah terdapat nilai-nilai Civic Dispositions di dalamnya. Jadi dalam hal ini pemahamansiswa mengenai nilai-nilai Civic Dispositions lebih banyak mereka perolah dari gurunya melalui penjelasan dan yang kemudian diterapkan dalam pembalelajaran di kelas, maka dalam nilai-nilai Civic Disposition itu sendiri bisa menjadi seorang motifator dan fasilitator.


Motivator , dalam motifator itu sendiri guru berparan sebagai motifator siswa untuk bersikap sesuai dengan nilai-nilaiCivic Dispositions seperti , disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Hal ini tampak dalam pembelajaran yang sedang berlangsung, dimana dalam penyampaian materinya guru selalu mengambarkan nilai-nilai Civic Dispositions seperti apa yang harus dimiliki siswa sesuai dengan materi. Misalnya dalam materi mengeluarkan pendapat pada materi kelas VII guru berupaya memotivasi siswa untuk menyampaikan pendapatnya secara jujur, bertanggung jawab, dan mampu menerima pendapat orang lain yang berbeda dengannya.


 Fasilitator guru memberikan kesempatan kepada siswa kesempatan untuk bertanya terkait materi yang dipelajari, dan begitupun sebaliknya guru juga akan memberikan masukan-masukan terkait dengan apa yang sedang dipelajari. Teladan , guru menjadi teladan bagi siswa untuk memberikan contoh- contoh mengenai nilai-nilai Civic Dispositions itu. Contohnya dalam sikap disiplin, guru berupaya datang tepat waktu, guru memperlakukan siswa dengan adil tanpa diskrininasi dan memberikan penilaian dengan jujur sesuai dengan kemampuan dan prilaku siswa tersebut.

Pada dasarnya peran guru dalam Civic Dispositions itu ada 6 peranan . namun peran yang lebih dominan itu yaitu peran guru sebagai motivator, hal ini terlihat dari bagaimana seorang guru berupaya memotifasi siswanya agar memiliki sikap sesuian dengan nilai-nilai Civic Dispositions seperti sikap disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Agar bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari.

Dari paparan di atas ada beberapa indikator yang mempengaruhi nilai-nilai Civic Dispositions tersebut diantaranya :

a. Disiplin 


Pada nilai-nilai kedisiplinan ini ada beberapa hal yang perlu diketahui  Disiplin merupakan suatu sikap mental yang harus tertanam dalam diri seorang siswa, dengan berlaku disiplin berarti siswa tersebut bertanggung jawab terhadap diri dan perbuatan yang dilakukannya. Disiplin dapat digambarkan sebagai bentuk upaya seseorang dalam melakukan sesuatu secara teratur dan terencana sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada hari rabu tanggal 19 maret 2014, Ibu ferida mengatakan bahwa:


Nilai-nilai kedispilinan siswa di sini sudah cukup bagus dan telah sesuai dengan apa yang kami harapkan,terutama pada proses belajar mengajar mereka telah menerapkan datang tidak terlambat lagi.saya sebagai guru PKn menerapkan kepada siswa itu dengan menyuruh mereka membuat tanda tanya besar di dalam kamarnya. Untuk memicu rasa kedisiplinanya.dengan adanya jadawal tadi jam belajar, jam istirahat, dan jam bermain. Dengan tanda tanya besar di atas mereka akan bisa berfikir mau jadi apa mereka kedepanya.


Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada kesempatan yang sama Ibu Murniati juga mengatakan bahwa: 


Saya sebagai guru PKn selalu menanamkan nilai-nilai kedisiplinan kepada siswa di sini, yang mana saya selalu menerapkan kata-kata kedisiplinan seperti ketek taraja-raja, gadang tabao-bao lah gaek ndak tarubah lai.kalau kita dari kecil tidak menerapkan kedisiplinan maka sampai besar pun kita tidak akan bisa menanamkan sikap disiplin itu terhadap diri kita sendiri. 


Sejalan dengan itu hasil wawancara dengan Bapak Ermanto selaku Wakil kesiswaan juga mengatakan bahwa:


Kedisiplinan disini telah terlaksana dengan baik,dimana siswa-siswa itu yang biasanya datang terlambat sekarang sudah tidak terlambat lagi karena telah diberlakukan kepada siswa-siswa yang terlambat membawa 2 buah papinblok. Proses pelaksanaan disiplin tidak hanya guru PKn saja yang memberikan nasehat-nasehatnya kami selaku guru lain juga sering melakukan pengawasan terhadap siswa-siswa disini. Dan proes kedisiplinan juga di ajarkan oleh masyarakat disekitar sini.


Terkait dengan nilai disiplin tersebut Ibu Citra selaku guru BK di SMP tersebut mengatakan:


bahwa nilai disiplin disini telah terlaksana dengan baik, dimana tidak ada lagi siswa atau telah berkurangnya baik siswa siswi yang masuk keruangan ini, karena telah diterapkanya sistem apabila melanggar dan masih ada yang datang terlambat akan dikenakan denda. 


dari hasil wawancara terhadap empat informan penelitian tersebut sudah berjalan atau sesuai dengan apa yang diharapkan, terlihat dengan tidak adanya siswa-siswa yang terlambat datang ke sekolah dengan ditetapkanya hukuman membawa dua buah papin blok ke sekolah, disini telah terlihat bahwa siswa-siswa tersebut telah sadar akan pentingnya arti kedisiplinan di lingkungan sekolah.


Hasil observasi diatas juga didukung dengan hasil wawancara dengan siswa kelas VII1 degan Jaka surya  mengatakan bahwa :


Saya selaku ketua osis disini telah merasakan ada kemajuan pada diri kami, dimana kami selaku murid telah berupa dengan semaksimal mungkin menjalankan apa yang disuruh oleh ibu terutama mengupayakan tidak datang terlambat. Apabila kami datang terlambat kami akan di jemur di luar kelas dan langsng membawa dua buah papin blok. Tapi diantara siswa-siswa di sini juga masih ada siswa yang datang terlambat tapi itu hanya beberapa dar siswa-siswa disini.


Sementara Andre Mengatakan bahwa:


Selama saya sekolah disini saya belum pernah yang namanya datang terlmbat, sesekali saya pernah tidak menegakkan kedisipinan yaiu sewaktu saya kena marah karena teman saya membawa saya pergi keluar sewaktu jam mata pelajaran sedang berlangsung. Dan semenjak itu saya tidak pernah lagi melakukan hal sama tersebut.        ( wawancara 19 maret 2014)


Berdasarkan hal di atas peneliti melihat bahwa peranan guru Pkn dalam membina Civic Dispositions siswa telah berjalan dan telah sesuai dengan apa yang diharapkan terutama dalam hal kedisiplinan, di mana telah terlihat tidakada lagi siswa yang datang  terlambat. Serta dapat dilihat bahwa nilai-nilai Civic Dispositions di sekolah tersebut telah sesuai dengan apa yang diharapkan tampak dalam kerja sama antara guru Pkn dengan guru lain yang sering menerapkan nilai-nilai kedisiplinan di sekolah dengan menerapkan suatu contoh tanda tanya besar dan memberikan kata-kata motivasi kepada siswa dengan kata ketek taraja-raja gadang tabao-bao dan gaek ndak ka tarubah lai.

b. Kejujuran 


Kejujujuran juga merupakan salah satu peran guru Pkn dalam membina Civic Dispositions siswa. Dimana kejujuran merupakan sikap yang paling penting yang dimiliki peserta didik. Dimana keejujuran itu sendiri adalah Kejujuran  sebagai  salah  satu  bahasan  dalam  ilmu  akhlak berasal  dari  kata  jujur  yang  berati  lurus  hati,  tidak  berbohong, tidak  curang,  dan  ikhlas.  

Terkait dengan hal ini, berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan pada hari kamis tanggal 20 Maret 2014 dengan Ibu Ferida beliau mengatakan Bahwa: 


Melihat dari sifat kejujuran siswa-siswa disini siswa sudah mulai melihatkan peran kejujuranya dimana contohnya dalam jam pembelajaran guru selalu mengusahakan pengawasan terhadap siswa-siswa yang kurang jujur. Kalau seadainya ada masalah dalam kelas tersebut seperti siswa yang satu kehilangan pena maka akan langsung dipanggil dan diproses dan akan diberikan surat perjanjian yang ditanda tangani oleh guru yang bersangkutan. 


Berdasarkan wawancara  yang peneliti lakukan pada kesempatan yang sama dengan Ibu Murniati Beliau mengatakan bahwa:


Kami selaku guru Pkn di dalam kelas sering sekali memasukkan nilai-nilai kejujuran salah satunya saya sering mengatakan kepada siswa saya dengan pepatah awak ko samo jo mananam pohon,maksudnya bagaimana kita bersikap dan harus seperti itu pula sikap anak didik kita, apabila ibu pendidiknya bersikap tidak baik maka dengan otomatis siswa tersebut akan langsung meniru sikap gurunya tersebut.


 Sejalan dengan itu pada hari yang sama peneliti juga melakukan wawancara dengan Ikke mairita sari siswa kelas  VII2 mengatakan bahwa:


Saya selaku wakil osis disini saya pribadi telah melaksanakan atau telah menerapkan rasa kejujuran pada diri saya sejak kecil. Di mana saya selalu di nasehati oleh orang tua di rumah untuk selalu bersikap jujur terhadap sesama dan masyarakat. Dan di sekolah saya juga belajar tentang kejujuran. Kalau saya melihat dari peranan guru PKn dalam menerapkan sifat kejujuran disini saya hanya melihat pada teman selokal. Dari mereka stengah sudah bersikap jujur walaupun belum semua setidaknya guru PKn telah mengajarkan betapa pentingnya sifat kejujuran kita tananmkan dalam diri kitamasing-masing.


Sementara Liya Andanisia juga mengatakan:


Semenjak  saya sekolah disini saya melihat di sekitar teman-teman saya semuanya saya lihat mempunyai sifat jujur seperti saya. Dimana kami berteman berlima semuanya selalu bersikap jujur dalam hal pembelajaran maupun yang lainya. Sedangkan kalau dalam lingkungan dari kelas satu sampai kelas tiga saya belum tau pasti, tetapi kalu melihat dalam ruang lingkup kelas delapan saya telah melihat adanya sifat kejujuran itu pada kami. Contohnya melaksanakan tugas rumah. Dimana apabila kami di kasih tugas sama guru kami selalu mengerjakannya sendiri-sendiri dandi rumah.            ( wawancara 20 maret 2014)


Berdasarkan wawancara di atas jadi dapat dilihat bahwa peranan guru PKn dalam membina sikap kejujuran siswa telah terlaksana dan tercipta dengan baik, dilihat dari pekerjaan yang di kasih guru kepada siswa telah dilakukan dengan baik dan tepat waktu,tidak ada lagi yang mengerjakan tugas di sekolah, dimana mereka telah menyadari berapa pentingya sikap kejujran itanamkan dalam diri. Walaupun ada yang tidak jujur itu hanya beberapa orang saja. Disini terlihat peran guru PKn dalam proses pembelajaran sangat amat penting diterapkan dalam membina kejujuran siswa.


c. Tanggung Jawab


Indikator Civic Dispositions yang ketiga bertanggung jawab. Dimana tanggung jawab merupakan kesadaran manusia akan tingkah laku atau  perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya.


Berdasarkan wawancra yang peneliti lakukan pada hari sabtu Tanggal 22 maret 2014 dengan Ibu Ferida guru PKn kelas VII Mnegatakan bahwa:


Didalam proses pembelajaran yang sedang berlangsung saya melihat sikap tanggung jawab siswa disuni sudah ada dari 50% siswa 43 % telah tampak sikap tanggung jawab siswa tu. Kenapa saya mengatakan sudah ada karena sebelum proses belajar mengajar di mulai saya menyuruh siswa-siswa kedepan untuk membacakan tugas apa yang saya kasih pada pertemuan sebelumya. Dan saya melakukan pengecekan terhadap tugas-tugas yang saya kasih. Dalam menegakkan rasa tanggung jawab ini saya tidak hanya menerpkanya di dalam kelas saja. Apabila saya waktu luang pada hari sabtu saya juga sering memberikan pengarahan tentang sikap rasa tanggung jawab itu kepada siswa.


Pada hari yang sama saya juga melakukan wawancara dengan Ibu Murniati guru kelas VIII Beliau mengatakan :


Nilai-nilai tanggung jawab itu sangat penting sekali di terapkan kepada siswa-siswa disini terutama pada kelas yang saja ajar, karena sikap tanggung jawab ini sangat penting diterapkan dalam pergaulan sehari-hari. Baik di lingkingan sekolah maupun lingkungan masyarakat, karena dengan kita menerapkan tanggung jawab ini semua orang akan percaya kepda kita tentang halapa saja.dan kalaw seandainya siswa-siswa disini tidak ada yang mempunyai nilai tanggung jawab akan seperti apa mereka kedepanya. Dalam hal bertanggung jawab ini saya melihat mereka dalam mengerjakan tugas, tugas yang mereka kerjakan sudah mulai mereka yang mengerjakan. Dimana dahulunya tugas yang saya kasih ada yang dibikin oleh kakak mereka. Dan setelah beberapa kali saya tes dengan menyamakan dengan tulisan mereka, teryata benar kalau tugas tidak mereka yang mengerjakan. Dengan saya menerapkan beberapa contoh yang berhubungan dengan apa yang di dapat kalau seseorang itu bersikap bertanggung jawab, barulah mereka mangerjakan tugas yang saya kasih dengan mengerjakannya sendiri. Disana tampak bagi mereka yang mengerjakan tugas terlihat dari raut wajah yang selalu ingin mengumpulkan tugas tersebut.


Sejalan dengan hasil wawancara dengan bapak Ermanto selaku Wakil kesiswaan beliau mengatakan:


Sikap tanggung jawab disi telah terlaksana dengan baik, cuman tergantung bagaimana anak itu melaksanakannya lagi, disini bukan Cuma guru PKn saja, guru lain juga mengajarkan anak-anaknya melakukan sikap bertanggung jawab tersebut. Kalau tanggungb jawab disini kenapa saya katakan telah tercipta karena contohnya saja dalam hal piket kelas. Kalau sebelumya piket kelas dilakukan pagi sebelum masuk, sekarang mereka melakukannya pada waktu pas pulang sekolah. Disana juga sudah tampak hal tanggung jawab meraka dalam mengerjakan tugas piket tersebut.


 Dari hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa peranan guru PKn dalam membina civic dispositions siswa dalam hal tanggung jawab sudah terlksana dan berjalan dengan baik. Terlihat telah nampak benyak perubahan terhadap siswa-siswa yang sebelumya tidak memiliki atau tidak mengerti tentang pentingnya tanggung jawab dalam kehidupan sehari-hari dengan adanya pengawsan dan pembinaan dari guru-guru mereka tahu betapa pentingnya sikap tanggung jawab dalam diri siswa terutama siswa-siswa.

C. Pembahasan


Pada bagian ini dibahas hasil penelitian yang berkaitan dengan peran guru Pkn dalam membina civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang.  Mulai dari gambaran civic disposition siswa di SMP Negeri Padang dan peranan guru Pkn dalam membina civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang.

1. Gambaran Civic Disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang

Dari hasil penelitian di atas, telah diperoleh gambaran tentang Peranan Guru Pkn dalam Membina civic disposition siswa di SMP 6 Padang, mulai dari gambaran civic dispositiion siswa dari Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP), proses pembelajaran dan penilaian yang dilakukan oleh guru, hingga peranan guru Pkn dalam membina civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang.

1. Gambaran civis disposition sisswa di SMP Negeri 6 Padang


Secara konseptual, Civic Dispositions  mencakup sejumlah karakteristik kepribadian, yakni adalah kesopanan yang mencakup penghormatan dan interaksi manusiawi, tanggung jawab individual, disiplin diri, kepedulian terhadap masyarakat, keterbukaan pikiran yang mencakup keterbukaan, pengenalan terhadap kemenduaan, sikap kompromi yang mencakup prinsip-prinsip konflik dan batas-batas kompromi, toleransi pada keragaman, kesabaran dan keajekan, keharuan, kemurahan hati, dan kesetiaan terhadap bangsa dan segala prinsipnya.

Margaret S. Branson (1999:4-8) mengidentifikasi tiga komponen penting dalam Pendidikan Kewarganegaraan, yaitu 

Civic Knowledge ( Pengetahuan Kewarganegaraan), Civic Skills (Keterampilan Kewarganegaraan), dan Civic Disposition (Watak-Watak Kewarganegaraan). Komponen pertama, Civic knowledge berkaitan dengan kandungan atau nilai apa yang seharusnya diketahui oleh warga negara. Aspek ini menyangkut kemampuan akademik-keilmuan yang dikembangkan dari berbagai teori atau konsep politik, hukum dan moral. Dengan demikian, mata pelajaran Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang kajian multidisipliner. Secara lebih terperinci, materi pengetahuan kewarganegaraan meliputi pengetahuan tentang hak dan tanggung jawab warga negara, hak asasi manusia, prinsip-prinsip dan proses demokrasi, lembaga pemerintah dan non-pemerintah, identitas nasional, pemerintahan berdasar hukum (rule of law) dan peradilan yang bebas dan tidak memihak, konstitusi, serta nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Kedua, Civic Skills meliputi keterampilan intelektual (intelectual skills) dan keterampilan berpartisipasi (participatory skills) dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketiga, Civic Disposition (Watak-watak kewarganegaraan).


Komponen ini sesungguhnya merupakan dimensi yang paling substantif dan esensial dalam mata pelajaran PKn. Dimensi watak kewarganegaraan dapat dipandang sebagai muara dari pengembangan kedua dimensi sebelumnya.


Menurut Dasim (2010:69-70) indikator Civic Dispositions memiliki 3 komponen, yakni : Disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Sejalan dengan 3 (tiga) komponen diatas, maka terlihat jelas bahwa civic disposition merupakan dimensi yang paling penting dalam pembelajaran PKn. Dimensi civic disposition merupakan sumber dari pengembangan dari dimensi civic knowledge dan civic skill, karena Pendidikan Kewarganegaraan yang secara teoritik dirancang sebagai subjek pembelajaran yang memuat dimensi-dimensi kognitif, afektif dan psikomotorik yang bersifat konfluen atau saling berpenetrasi dan terintegrasi dalam konteks substansi ide, nilai, konsep dan moral. Oleh karena itu, dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan diharapkan menghasilkan dua dampak sekaligus, yaitu dampak instruksional dan dampak pengiring. Dampak instruksional adalah pengaruh langsung dari proses belajar dan pembelajaran yang dirimuskan dalam tujuan pembelajaran. Sedangkan dampak pengiring yaitu pengaruh ikutan setelah peserta didik melakoni pengalaman belajar tertentu.(Dasim, 2010:69-70).

Dari penelitian yang penulis lakukan di SMP Negeri 6 Padang, guru PKn telah memahami peranan PKn sebagai salah satu pebina watak kewarganegaraan. Peranan guru PKn dalam membina civic disposition siswa dapat dilihat dari materi PKn itu sendiri, dimana dalam materi-materi tersebut terkandung esensi nilai-nilai civic disposition yang harus ditanamkan kepada siswa. Guru harus lebih memahami bahwa PKn merupakan mata pelajaran yang identik dengan pendidikan kepribadian. Jadi, melalui pembelajaran PKn yang berlangsung, siswa tidak hanya akan menguasai materi sesuai dengan yang telah dirumuskan dalam tujuan pembelajaran. Lebih dari itu, setelah proses pembelajaran PKn diharapkan siswa akan melakoni sebuah pengalaman belajar yang berupa nilai-nilai civic disposition  yang nantinya akan mereka terapkan dalam keseharian mereka.

Selain itu materi dalam mata pelajaran PKn memiliki esensi nilai nilai civic dispositionr, dimana nilai-nilai tersebut merupakan cerminan nilai-nilai yang terkandung dalam penanaman nilai-nilai agar menjadi sifat pada diri seseorang dan karenanya mewarnai kepribadian atau watak seseorang. Maka, melalui pendidikan karakter akan dibentuk kepribadian atau watak berdasarkan nilai-nilai civic disposition. Sebagai sebuah mata pelajaran yang memuat dimensi kognitif, afektif dan psikomotor, maka dalam proses pembelajaran yang berlangsung guru tidak hanya focus dalam pemberian ilmu pengetahuan saja ( kognitif ). Dalam pengetahuan yang diberikan oleh guru, harus terdapat aspek pembentukan sikap siswa berdasarkan nilai-nilai civic dispositionr, yang kemudian akan diaplikasikan dalam kehidupan siswa sehari-hari. Artinya, dalam pembelajaran PKn, aspek Kognitif, Afektif dan Psikomotor harus mendapat porsi yang seimbang. 


Dalam membina civic disposition terdapat 3 komponen inti yang mempengaruhinya yakni, disiplin, jujur dan bertanggung jawab. Disiplin sendiri merupakan suatu sikap mental yang harus tertanam dalam diri seorang siswa, dengan berlaku disiplin berarti siswa tersebut bertanggung jawab terhadap diri dan perbuatan yang dilakukannya. Disiplin dapat digambarkan sebagai bentuk upaya seseorang dalam melakukan sesuatu secara teratur dan terencana sesuai dengan peraturan yang telah di tetapkan. Kejujuran  sebagai  salah  satu  bahasan  dalam  ilmu  akhlak berasal  dari  kata  jujur  yang  berati  lurus  hati,  tidak  berbohong, tidak  curang,  dan  ikhlas  (Alwi,  479).  Dengan  demikian  yang dimaksud  nilai-nilai  kejujuran  adalah  akhlak  lurus  hati,  tidak berbohong, tidak curang, ikhlas. Sedangkan bertanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau  perbuatannya yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai wujudan kesadaran akan kewajibannya. Manusia pada hakikatnya adalah makhluk yang bertang​gung jawab. Disebut demikian karena manusia, selain merupa​kan makhluk individual dan makhluk sosial, juga merupakan makhluk ‘tuhan. Manusia memiliki tuntutan yang besar untuk bertanggung jawab mengingat ia mementaskan sejumlah peranan dalam konteks sosial, individual.

Sebagai sebuah program pendidikan nasional, PKn juga berperan dalam mencapai salah satu tujuan Pendidikan Nasional yaitu berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab. ( Winarno, 2013 : 20 ). Hal ini menunjukkan bahwa dalam materi PKn terkandung nilai-nilai civic disposition yang harus ditanamkan kepada siswa, yaitu berupa sikap disiplin, kejujuran dan bertanggung jawab. Dalam penelitian di SMP Negeri 6 Padang, nilai-nilai civic disposition tersebut dapat penulis lihat dalam materi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat serta materi Makna Kedaulatan Rakyat. 

Dari penelitian yang penulis lakukan di SMP Negeri 6 Padang, penulis melihat adanya peranan guru dalam membina civic disposition siswa. Guru tidak hanya memberikan pengetahuan berdasarkan materi yang tengah diajarkan, dimana dalam penyampaian materi kepada siswa guru berupaya memasukkan aspek-aspek nilai-nilai civic disposition didalamnya. Dalam proses pembelajaran yang berlangsung guru telah berupaya menggali materi pembelajaran dari lingkungan kehidupan siswa, seperti masalah-masalah kedisiplinan, kejujuran dan tanggung jawab. Dari permasalahan-permasalahan tersebut, siswa diharapkan tidak hanya akan tahu mana yang benar dan yang salah, tapi juga dapat membangun sikap yang sesuai dengan nilai-nilai civic disposition yang kemudian dapat mereka terapkan dalam kehidupan sehari-hari, karena pada dasarnya materi PKn memiliki kaitan yang erat dengan berbagai fakta dan kasus dalam kehidupan masyarakat. Dalam fakta dan kasus itulah terdapat esensi nilai-nilai civic disposition didalamnya, yang diharapkan dapat dipahami oleh siswa dan diterapkan dalam kehidupan mereka sehari-hari.

Adapun gambaran civic disposition dalam Pendidikan Kewarganegaraan di SMP Negeri 6 Padang dapat dilihat dari :

a. Perencanaan pembelajaran


Berdasarkan Permendiknas No. 65 Tahun 2013 tentang standar proses, bahwa perencanaan pembelajaran dirancang dalam bentuk silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran. Perencanaan pembelajaran meliputi penyusunan dan penyiapan media dan sumber belajar. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.


RPP akan sangat bermanfaat bagi guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas, karena RPP akan memberikan petunjuk secara rinci kepada guru mengenai proses pembelajaran yang akan berlangsung di kelas. Dari hasil pengamatan, penulis melihat bahwa guru PKn di SMP Negeri 6 Padang telah memiliki RPP yang mereka susun untuk dijadikan pedoman dalam proses belajar mengajar di kelas. Terkait dengan penerapan civic disposition dalam pembelajaran PKn, penulis melihat adanya tersurat nilai-nilai civic disposition dalam RPP yang telah dibuat oleh guru. Untuk kelas VII, pada materi Kemerdekaan Mengemukakan Pendapat, di dalam RPP guru mencantumkan nilai-nilai civic disposition, yakni nilai bertanggungjawab. Begitu pula untuk kelas VIII, dimana pada RPP untuk materi Makna Kedaulatan Rakyat guru mencantumkan nilai-nilai civic disposition, yakni nilai kejujuran. 


Melalui nilai-nilai civic disposition yang telah tersurat ke dalam RPP yang dibuat oleh guru, maka hal tersebut akan menjadi pedoman bagi guru dalam menerapkannya melalui proses pembelajaran yang berlangsung di kelas. Hal tersebut akan membantu guru untuk dapat mengembangkan pembelajaran yang berlangsung kearah penanaman nilai-nilai civic disposition kepada siswa. Selain itu, guru juga tidak hanya akan focus pada penyampaian materi saja, tapi juga akan menanamkan nilai-nilai civic disposition dalam materi yang guru sampaikan kepada siswa. 

b. Proses Pembelajaran


Berdasarkan RPP yang telah dibuat oleh guru, dimana dalam RPP tersebut  telah tersurat nilai-nilai civic disposition di dalamnya, maka dalam proses belajar mengajar yang berlangsung di kelas, guru dapat menerapkan nilai-nilai civic disposition tersebut sesuai dengan rencana pembelajaran yang telah disusun oleh guru.

Dari pengamatan yang penulis lakukan di SMP Negeri 6 Padang, dapat dilihat bahwa dalam proses pembelajaran yang berlangsung di kelas, adanya usaha guru dalam rangka menerapkan nilai-nilai civic dispositions kepada siswa berdasarkan materi yang tengah diajarkan oleh guru. Adapun nilai-nilai civic disposition  yang berusaha ditanamkan guru selama proses belajar mengajar berlangsung diantaranya : sikap disiplin, kejujuran dan tanggung jawab. 


Proses pembelajaran PKn tidak jauh berbeda dari mata pelajaran lainnya. Bedanya adalah PKn tidak saja menekankan aspek kognitif, tetapi juga menekankan aspek afektif dan psikomotor.  Adapun langkah-langkah dalam pembelajaran PKn adalah :


1) Pembukaan pembelajaran. Dimana pada bagian ini guru mengantarkan keadaan siswa kepada proses pembelajaran yang akan dilakukan. Hal ini dapat dilakukan dengan kegiatan apersepsi. Apabila keadaan dan peserta didik sudah masuk kepada situasi pada iklim pembelajaran maka guru sudah boleh memulai proses pembelajaran.


2) Kegiatan inti. Pada bagian ini guru melakukan proses pembelajaran melalui kegiatan eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi. Pada bagian inilah guru melakukan penanaman dan pembinaan nilai guna pembentukan nilai, sikap dan karakter.


3) Kegiatan penutup. Pada langkah ini guru akan menutup pembelajaran dengan pengambilan kesimpulan, pembuatan resume, konfirmasi nilai, sikap, dan pembentukan karakter terhadap norma-norma yang berlaku ditengah masyarakat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia. ( Azwar Ananda, 2012 : 61-62 ).

Berdasarkan pengamatan yang penulis lakukan pada bagian pembukaan pembelajaran, guru terlebih dahulu akan mengkondisikan suasana kelas agar semua siswa siap untuk memulai proses pembelajaran. Hal pertama yang dilakukan guru adalah mengabsen siswa satu persatu. Selanjutnya guru menannyakan tentang kegiatan piket kelas yang dilakukan siswa, apakah sudah dilaksanakan dengan sebagaimna mestinya ataukah tidak. Dan guru akan mengaitkannya dengan pembelajaran yang akan diajarkan. Pada kegiatan inti pembelajaran terlihat adanya usaha guru dalam menciptakan suasana belajar yang dialogis dan interaktif, dimana siswa dapat mengemukakan pendapatnya dan terlibat aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung. Penanaman nilai-nilai civic disposition terlihat pada saat guru menghubungkan materi  dengan beberapa kasus maupun fakta-fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat. Dari contoh kasus itulah, guru akan memberikan pemahaman mana perilaku yang baik dan mana yang tidak. Pada kegiatan penutup, guru bersama dengan siswa menyimpulkan kembali materi yang telah disampaikan oleh guru. Kemudian guru memberikan penugasan kepada siswa terkait materi yang telah dipelajari.

Dari pengamatan yang penulis lakukan di SMP Negeri  6 Padang, penulis  melihat adanya usaha guru dalam melibatkan peserta didik secara aktif dalam proses pembelajaran yang berlangsung, seperti memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada siswa berdasarkan materi yang tengah diajarkan dan memberikan kesempatan kepada siswa untuk mengemukakan pendapatnya. Selain itu, penanaman nilai-nilai civic disposition juga tampak dalam proses pembelajaran, dimana guru tidak hanya focus pada pemberian materi saja, tapi juga terdapat unsur-unsur penanaman nilai-nilai civic disposition   kepada siswa. 

c. Penilaian 

Penilaian merupakan hal yang sangat penting dalam suatu proses pembelajaran yang berlangsung yang bertujuan untuk memperoleh umpan balik dari proses pembelajaran yang dilakukan. Selain itu, penilaian yang dilakukan oleh guru, juga bertujuan untuk melihat sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai.


Terkait dengan adanya tersurat nilai-nilai civic disposition, maka dalam penilaian yang dilakukan oleh guru juga harus mengintegrasikan nilai-nilai civic disposition didalamnya. Guru tidak hanya menilai dari aspek  penguasaan pengetahuan yang dimiliki oleh siswa, tapi guru juga harus mempertimbangkan aspek sikap yang dimiliki oleh siswa selama proses pembelajaran yang berlangsung. Jadi, penilaian yang dilakukan oleh guru bersifat menyeluruh dari semua proses pembelajaran.

Pada dasarnya tujuan pendidikan harus mencakup 3 ( tiga ) ranah pendidikan yaitu Kognitif, Afektif, dan Psikomotor. ( Elfindri, 2012 : 38 ). Begitu pula dengan Pendidikan Kewarganegaraan yang merupakan bagian integral dari Pendidan Karakter. PKn dan Pendidikan Karakter menyentuh 3 domain tujuan pendidikan secara umum yaitu kognitif, afektif dan psikomotor ( Azwar Ananda, 2012 : 165 ). Hal ini berarti panilaian yang dilakukan oleh guru tidak hanya melihat dari aspek penguasaan pengetahuan saja ( kognitif ), tapi juga harus mempertimbangkan aspek afektif dan psikomotor yang berkaitan dengan sikap siswa.  Bahkan di dalam Rapor siswa pun tidak hanya terdapat penilaian untuk aspek kognitif saja, melainkan juga terdapat penilaian untuk aspek afektif dan psikomotor. 


Dari pengamatan yang penulis lakukan di SMP Negeri 6 Padang, maka penulis dapat melihat bahwa penilaian yang dilakukan oleh guru sudah mempertimbangkan nilai-nilai civic disposition yang dimiliki oleh siswa. Meskipun masih dalam porsi yang sedikit, tapi sikap yang ditunjukkan siswa selama proses pembelajaran berlangsung cukup menjadi pertimbangan bagi guru dalam memberikan penilaian. Seperti, seorang siswa dengan kemampuan penguasaan materi yang rendah, tapi selama proses pembelajaran yang berlangsung siswa tersebut memperlihatkan sikap yang baik, maka sikap tersebut akan menjadi pertimbangan bagi guru dalam memberikan nilai kepada siswa. Melalui kasus-kasus yang dikemukakan guru selama pembelajaran berlangsung juga dapat dilihat bagaimana siswa mengambil sikap terhadap kasus tersebut dengan menerapkan nilai-nilai civic disposition. 

2. Peranan Guru PKn dalam Membina Civic Disposition Siswa di SMP Negeri 6 Padang 


Dari penelitian yang penulis lakukan di SMP Negeri 6 Padang, penulis melihat bagaimana peranan guru PKn dalam menerapkan civic disposition siswa. Peranan merupakan posisi dan kedudukan seseorang dalam melaksanakan suatu tugas dimana dalam  hal tersebut menimbulkan tanggung jawab dan amanah. Setiap manusia mempunyai peranan yang berbeda hal ini tergantung kepada jabatan apa yang dimilikinya.


Sejalan dengan hal itu Karel J. Veegas (1993:60), mengatakan :


Peranan merupakan suatu aspek dinamis dari status atau kedudukan dimana setiap status akan menimbulkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban (tanggung jawab) yang sangat erat kaitannya dengan perilaku manusia.

Hal ini juga sejalan dengan pendapat Soerjono Soekanto (2006:212) yang mengatakan bahwa :


Peranan merupakan aspek dinamis dari kedudukan, apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, artinya dia menjalankan suatu peranan.

S. Nasution (2009:74) juga menjelaskan bahwa :


Peranan merupakan serangkaian hak dan kewajiban, yang bersifat timbal balik dalam hubungan antar individu. Hak adalah kesempatan atau kemungkinan untuk bertindak yang sebaliknya menimbulkan kewajiban pada pihak lain untuk memungkinkan tindakan itu, hak seseorang dibatasi oleh kewajiban pihak lain untuk mematuhinya.


Selain itu Levinson juga menjelaskan dalam Soerjono Soekanto (2006:213) yang mengatakan bahwa :


Peranan lebih banyak menunjuk pada fungsi, penyesuaian diri dan sebagai suatu proses. Jadi seseorang menduduki suatu posisi di masyarakat (sosial position) merupakan unsur statis yang menunjukkan tempat individu pada organisasi masyarakat. 


Sedangkan menurut Soerjono Soekanto (2006:213) menyebutkan bahwa:


Peranan mencakup tiga hal, yaitu sebagai berikut: 1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. 2) Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. 3) Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.


Jadi di sini dapat dilihat bahwa suatu peran merupakan suatu posisi atau kedudukan dimana di dalamnya mencakup berbagai aspek, yang menimbulkan hak-hak yang harus diterima dan kewajiban yang harus dijalankan oleh individu. Dimana semuanya harus dijalankan secara berkesinambungan sebagai suatu proses.


Selain itu, dari hasil wawancara dan observasi yang didapatkan peneliti dari Ibu Ferida dan Ibu Murniati, bahwa beliau mengatakan sudah berupaya semaksimal mungkin menerapkan nilai-nilai civic disposition dalam pembelajaran PKn. Hal ini nampaknya tak jauh berbeda dari pendapat Bapak Hermanto yang juga hanya mengatakan bahwa guru-guru PKn di SMP Negeri 6 Padang sudah terlihat membina civic disposition siswa dengan baik. 


Dapat diketahui bahwa peranan guru Pkn dalam membvina civic disposition siswa sudah berjalan dengan sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan Soekanto dalam Azwar Ananda (2002:24) yang mengemukakan bahwa 

Ada  3 cakupan yang terdapat dalam peranan yakni (1) Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat, peranan dalam arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan. (2) Peranan suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi. (3) Peranan yang dapat dikatakan sebagai prilaku-prilaku yang penting bagi struktur sosial masyarakat.


Jadi dapat dilihat bahwa guru PKn di SMP Negeri 6 Padang sudah menjalankan peranannya dalam membina civic disposition siswa . hal ini terlihat dari proses pembelajaran yang berlangsung juga dari kegiatan diluar pembelajaran yang terjadi diantara guru dan murid. Dimana guru PKn selalu berupaya menanamkan nilai-nilai civic disposition kepada siswa, baik itu dengan tatap muka langsung di kelas maupun pertemuan lainnya di luar kelas. 


BAB V


PENUTUP


A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :


1. Gambaran civic disposition siswa di SMP Negeri 6 Padang sudah terlaksana dengan baik, hal ini dapat dilihat dalam materi-materi pembelajaran yang sudah tersurat nilai-nilai civic disposition yang harus ditanamkan kepada siswa. Adapun gambaran civic disposition dalam Pendidikan Kewarganegaran di SMP Negeri 6 Padang dapat dilihat dari perencanaan, proses pembelajaran dan penilaian yang sudah mengintegrasikan dan memperhatikan nilai-nilai civic disposition. Dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) PKn yang disusun  oleh guru  teruirat nilai-nilai Civic Dispositions yang dapat ditanamkan kepada siswa selama proses pembelajaran berlangsung. Dalam proses pembelajaran PKn yang berlangsung, peranan guru dalam membina civic dispositions terlihat dengan adanya usaha guru dalam mengembangkan materi pelajaran yang berkaitan dengan berbagai kasus yang berkembang dalam masyarakat. Dalam proses penilaian pun, guru tidak hanya melihat dari aspek penguasaan pengetahuan saja, tapi juga dari aspek sikap yang dimiliki oleh siswa.

2. Peranan guru PKn di SMP Negeri 6 Padang sudah dijalankan dengan baik dalam membina civic disposition siswa. Hal ini terlihat baik dalam proses pembelajaran (tatap muka langsung dikelas) maupun dalam pertemuan lainnya di luar kelas, dimana guru PKn selalu berupaya menanamkan nilai-nilai civic disposition kepada siswa.

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan diatas maka disarankan beberapa hal antara lain sebagai berikut :


1. Dari hasil pengamatan peneliti terhadap RPP yang telah dibuat oleh guru PKn terlihat bahwa nilai-nilai Civic Dispositions tersebut tersurat di dalam nilai-nilai civic dispositions yang dicantumkan guru dalam RPP trsebut, namun dalam hal ini diharapkan agar nilai-nilai Civic Dispositions yang ada dalam RPP memiliki bagian khusus seperti bagian untuk menanamkan nilai-nilai Civic Dispositions . Agar lebih terlihat lagi bahwa di dalam pembelajaran berlangsung terdapat penanaman nilai-nilai Civic Dispositions terhadap siswa. Dimana di dalam peran guru dalam membina civic dispositions terlihat deskripsi dalam membina civic dispositions tersebut seperti, perencanaan pembelajaran penerapan dan proses pembelajaran yang harus diterapkan oleh guru PKn.Diharapkan guru PKn di SMP Negeri 6 Padang dapat  mengoptimalkan peranannya dalam membina Civic Dispositions siswa. PKn sebagai salah satu mata pelajaran yang berperan dalam pembinaan sikap, nilai dan pembentukan moral, maka dalam pembelajaran PKn yang berlangsung haruslah sebuah pembelajaran yang mampu menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor. 

2. Dalam hal implementasi peranan guru dalam membina civic dispositions siswa, diharapkan dalam hal ini guru harus lebih meningkatkan pengetahuan dalam menyusun rencana pembelajaran, mengembangkan model pembelajaran yang dapat melibatkan siswa secara aktif dalam proses pembelajaran, melakukan kajian terhadap nilai-nilai civic dispositions tersebut, kemudian mengintegrasikannya dalam kehidupan sehari-hari, hingga proses penilaian. 


3. Selain itu, materi PKn yang memiliki kaitan erat dengan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, menuntut guru PKn untuk memiliki pengetahuan dan wawasan yang luas, serta mampu mengikuti perkembangan pengetahuan regional dan global yang bisa diperoleh melalui beragam bahan bacaan dan penguasaan teknologi informasi seperti internet. Hal ini perlu dilakukan dalam rangka menyeimbangkan antara aspek kognitif, afektif dan psikomotor, yang akan berimplikasi dengan terlahirnya warga Negara yang cerdas, terampil dan bermoral berdasarkan nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945.
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Lampiran 1

PEDOMAN WAWANCARA


PERANAN GURU PENDIDIKAN KEWARGANEGARAAN DALAM MEMBINA CIVIC DISPOSITIONS SISWA


 DI SMP N 6 PADANG


A. Untuk kepala sekolah


1. Sejauh mana bapak meninjau proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru pendidikan kewarganegaraan tentang civic dispositions siswa itu?

2. Sejauh mana bapak melihat peranan guru pendidikan kewarganegaraan terhadap pengembangan Civic Dispositions siswa?


B. Untuk Guru 


1. Selama mengajar, bagaimana ibu  melihat Civic Dispositions siswa di sekolah ini?


a. Bagaimana dengan sikap kedisiplinannya?


b. Bagaimana dengan sikap kejujurannya?


c. Dan bagaimana dengan sikap bertanggung jawabnya?


2. Bagaimana ibu membina Civic Dispositions dilihat dari?


a. Rasa kedisiplinan siswa?


b.  Rasa kejujuran siswa?


c. Rasa tanggung jawab siswa?


3. Sejauh apa peranan ibu dalam membina Civic Dispositions siswa itu?


4. Dalam proses pembelajaran seperti apa bentuk pembinaan Civic Dispositions siswa selama pembelajaran berlangsung? 

C. Untuk siswa 

1. Bagaimana pandangan kalian terhadap guru pendidikan kewarganegaraan dalam membina Civic Dispositions dalam kedisplina , kejujuran dan tanggung jawab?


2. Dalam proses pembelajaran bagaimana guru pendidikan kewrganegaraan dalam menegakkan civic dispositions yaitu seperti sikap kedisiplinan, tanngung jawab dan kejujuran?


3. Bagaimana penerapan yang dilakukan guru pendidikan kewarganegaraan dalam membina civic dispositions itu?


4. Apakah ada guru pendidikan kewarganegaraan memasukkan nilai-nilai kedisiplinan,  kejujuran, dan tanggung jawab dalam pembelajaran di kelas?


5. Bagaimana kalian melihat peran guru pendidikan kewarganegaraan tersebut? Apakah sudah cukup atau belum?

SMP NEGERI 6 PADANG


RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN(RPP)


Satuan pendidikan 
: SMP N 6 Padang 


Mata pelajaran
:Pendidikan kewarganegaraan


Kelas


:VII/2


Semester

: 2(DUA)


Jumlah pertemuan
:2 x Pertemuan (4 x 40 menit)


		Standar Kompetensi

		Kompetensi Dasar



		Menampilkan prilaku mengemukakan pendapat

		Menjelaskan hakekat kmerdekaan mengemukakan pendapat








		Indikator Pencapaian  Kompetensi

		Tujuan Pembelajaran



		Menjelaskan pengertian mengemukakan pendapat




		Siswa mampu menjelaskan pengertian mengemukakan pendapat



		Menyebutkan perundang undangan yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat




		Siswa mampu untukmenyebutkan perundang-undangan yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat



		Menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan pendapat dimuka umum




		Siswa mampu menjelaskan bentuk-bentuk menyampaikan pendapat dimuka umum



		Mengkaji akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat

		Siswa mampu mengkaji akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat



		Mendeskripsikan konsekuensi kebebasan mengemukakan pendapat

		Siswa mampu mendeskripsikan konsekuensi kebebasan mengemukakan pendapat





Sila-sila dalam pancasila :


1. Sila ke 4


2. UUD 1945,yakni 


a. Pasal 28 yang berbunyi’’ kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang- undang


b. Pasal 28 E ayat (3) yang berbunyi ‘’ setiap orang berhak atas kebebasan berserikat,berkupul dan mengeluarkan pendapat.

Karakter yang Diharapkan : Bertanggungjawab, Berani, Jujur, Menghargai Pendapat Orang Lain, Demokratis, Cinta Damai 

Materi ajar :


1. Alasan mengapa mengemukakan pendapat harus dilandasi dengan kebebasan yang bertanggungjawab

2. Pentingnya sikap bertanggungjawab dalam mengemukakan pendapat


3. Tujuan pengaturan kebebasan mengeluarkan pendapat di muka umum


4. Mengkaji akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat


5. Konsekuensi kebebasan mengemukakan pendapat tanpa pembatasan

Fakta

·  Setiap orang bebas mengeluarkan ide-ide,gagasan dan pikiran untuk mengeluarkan pendapatnya


· Bebas menyampaikan pendapatnya sesuai dengan aturan –aturan  yang ada.

Konsep

· Pengertian mengeluarkan pendapat


· Perundang-undangan yang mengatur tentang mengeluarkan pendapat


· Bentuk-bentuk mengeluarkan pendapat


· Akibat pembatasan mengeluarkan pendapat


· Konsekuensi kebebaasan mengeluarkan pendapat


Prinsip


Pendapat merupakan buah gagasan, pikiran ,ide-ide. mengemukakan pendapat berarti mengeluarkan gagasan atau pikiran pikiran dan ide-ide. Dasar hukum mengeluarkan pendapat adalah.1 pancasila 2 UUD 1945 pasal 28 yang berbunyi ’’ kemerdekaan berserikat dan berkumpul mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang.Pasal 28  E ayat3 yang berbunyi ‘’setiap orang berhak atas kebebasan berserikat berkumpul dan mengelurkan pendapat.asas menyampaikan pendapat dimuka umum. kebebasan mengemukakan pendapat 
harus berlandaskan kepada beberapa asas yang ada.1. asas keseimbangan antara hak dan kewajiban 2. Asas musyawarah 
mufakat 3. Asas kepastian hukum dan keadilan 4. Asas manfaat.Dengan kepatuhan terhadap aturan-aturan yang berlaku,kemerdekaan mengemukakan pendapat serta keinginan untuk mendapat perhatian sehingga diharapkan pendapat tersebut mendapat dukungan dan respon dari publik atau masyarakat.

Prosedur


· Guru membuka pelajaran dengan memeriksa kerapian siswa dan melakukan pengambilan daftar hadir


· Guru menjelaskan dengan ceramah bervariasi tentang prilaku mengemukakan pendapat


· Guru membentuk kelompok yang heterogen setiap kelompok terdiri dari empat orang


· Guru memberikan wacana dalam kelompok atau kliping tentang menampilkan prilaku mengemukakan pendapat masing-masing kelompok mendapatkan satu buah wacana atau kliping tersebut.


· Siswa menpresentasikan hasil diskusi masing – masing kelompok lain menanggapi.


· Guru bersama siswa menyimpulkan hasil diskusi


· Guru melakukan refleksi kegiatan yang telah dilakukan


· Guru menutup pelajaran dengan mengucapkan salam.


Metode pembelajaran : Mengunakan metode ceramah bervariasi


Kegiatan pembelajaran :


Pertemuan pertama untuk indikator 1


		Kegiatan




		waktu

		Peralatan pendukung

		Keterangan






		A.Kegiatan awal


1) Membuka pelajaran dengan salam


2) Memeriksa kehadiran siswa


3) Guru menanyakan kepada siswa tentang kegiatan piket harian dikelas,apakah siswa sudah melakukan tanggungjawabnya dengan baik. 


4) Apersepsi:gurumenanyakankepadasiswa pertemuan sebelunya


5) Motivasi :


a. Memberikan penjajakan kesiapan siswa belajar dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan indikator yang akan di capai.


b. Guru memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai.


B.Kegiatan inti :


1) Eksplorasi 


a. Guru menjelaskan dengan ceramah bervariasi tentang prilaku mengemukakan pendapat yaitu indikator 1 yaitu tentang pengertian mengemukakan pendapat


b. Guru membentuk kelompok anggotannya empat orang secara heterogen


2) Elaborasi


a. Guru memberikan wacana dalam kelompok atau kliping tentang menampilkan prilaku mengemukakan pendapat,dan masing – masing kelompok mendapatkan satu buah wacana atau kliping tersebut.


b. Siswa bekerja sama membacakan dan menemukan ide pokok serta memberikan tanggapan terhadap wacana atau kliping kemudian ditulis di kertas satu lembar.


3) Konfirmasi


a. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing – masing dan kelompok lain menanggapi


C.Penutup


a) Guru dan siswa sama – sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau menyimpulkan hasil diskusi


b) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan


c) Guru menutup pelajaran dengan salam.




		

		

		





Pertemuan 2 untuk indikator 2


		Kegiatan

		waktu

		Peralatan pendukung

		Keterangan






		A.Kegiatan awal


1. Membuka pelajaran dengan salam


2. Memeriksa kehadiran siswa


3. Apersepsi:guru menanyakankepadasiswa pertemuan sebelunya


4. Motivasi :


a) Memberikan penjajakan kesipan siswa belajar dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan indikator yang akan di capai.


b) Guru memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai.


B.Kegiatan inti :


1. Eksplorasi 


a) Guru menjelaskan dengan ceramah bervariasi tentang prilaku mengemukakan pendapat yaitu indikator 2 yaitu tentang perundang – undangan yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat


b) Guru membentuk kelompok anggotannya empat orang secara heterogen


2. Elaborasi


a. Guru memberikan wacana dalam kelompok atau kliping tentang perundang- undangan yang mengatur kebebasan mengeluarkan pendapat , dan masing – masing kelompok mendapatkan satu buah wacana atau kliping tersebut.


b. Siswa bekerja sama membacakan dan menemukan ide pokok serta memberikan tanggapan terhadap wacana atau kliping kemudian ditulis di kertas satu lembar.


C.Konfirmasi


a) Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing – masing dan kelompok lain menanggapi


D.Penutup


a) Guru dan siswa sama – sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau menyimpulkan hasil diskusi


b) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan


c) Guru menutup pelajaran dengan salam.




		

		

		





Pertemuan 3 untuk indikator 3


		Kegiatan 




		Waktu 

		Peralatan pendukung

		Keterangan 



		A.Kegiatan awal


1. Pelajaran dengan salam


2. Memeriksa kehadiran siswa


3. Apersepsi:gurumenanyakankepadasiswa pertemuan sebelunya


4. Motivasi :


a. Memberikan penjajakan kesipan siswa belajar dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan indikator yang akan di capai.


b. Guru memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai.


B.Kegiatan inti :


1. Eksplorasi 


a. Guru menjelaskan dengan ceramah bervariasi tentang akibat pembatasan mengemukakan pendapat.


b. Guru membentuk kelompok anggotannya empat orang secara heterogen


2. Elaborasi


a. Guru memberikan wacana dalam kelompok atau kliping tentang akibat pembatasan kemerdekaan mengemukakan pendapat , dan masing – masing kelompok mendapatkan satu buah wacana atau kliping tersebut.


b. Siswa bekerja sama membacakan dan menemukan ide pokok serta memberikan tanggapan terhadap wacana atau kliping kemudian ditulis di kertas satu lembar.


3. Konfirmasi


a. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing – masing dan kelompok lain menanggapi.


C.Penutup


a) Guru dan siswa sama – sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau menyimpulkan hasil diskusi


b) Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan


c) Guru menutup pelajaran dengan salam.

		

		

		





Pertemuan 4 indikator 4


		Kegiatan 

		Waktu 

		Peralatan pendukung  

		Keterangan 



		A.Kegiatan awal


1. Pelajaran dengan salam


2. Memeriksa kehadiran siswa


3. Apersepsi:gurumenanyakankepadasiswa pertemuan sebelunya


4. Motivasi :


a. Memberikan penjajakan kesipan siswa belajar dengan memberikan pertanyaan sesuai dengan indikator yang akan di capai.


b. Guru memberikan informasi kompetensi yang akan dicapai.


.Kegiatan inti :


1. Eksplorasi 


a. Guru menjelaskan dengan ceramah bervariasi tentang konsekuensi kebebasan mengemukakan pendapat.


b. Guru membentuk kelompok anggotannya empat orang secara heterogen


2. Elaborasi


a. Guru memberikan wacana dalam kelompok atau kliping tentang konsekuensi kebebasan mengemukakan pendapat , dan masing – masing kelompok mendapatkan satu buah wacana atau kliping tersebut.


b. Siswa bekerja sama membacakan dan menemukan ide pokok serta memberikan tanggapan terhadap wacana atau kliping kemudian ditulis di kertas satu lembar.


3. Konfirmasi


a. Siswa mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya masing – masing dan kelompok lain menanggapi.


.C.Penutup


a. Guru dan siswa sama – sama menyimpulkan materi yang telah dipelajari atau menyimpulkan hasil diskusi


b. Melakukan refleksi terhadap kegiatan yang telah dilakukan


c. Guru menutup pelajaran dengan salam.




		

		

		





Penilaian hasil belajar  :



Non tes : keaktifan siswa



Tes 
:instrumen soal

·  Penilaian dilakukan melalui hasil tugas individu kelompok,serta aktifitas dalam PBM dan juga tes uraian. Penilaian dilaksanakan selama proses dan sesudah pembelajaran.


		Indikator pencapaian

		Teknik penilaian 

		Bentuk instrumen

		Instrumen 






		· Menentukan sikap terhadap prilaku mengemukakan pendapat di berbagai lingkungan (sekolah,masyarakat,bangsa dan negara


· Menyampaikan pendapat di muka umum.( baik dalam bentuk setuju maupun tidak setuju)

		Penilain diri


Penilaian diri
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